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SITI HARDIYANTI AKBAR, (B11111286), “Fungsi Lembaga Adat 
Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di 
Kabupaten Tana Toraja” ( dibimbing oleh Andi Suryaman Mustari Pide 
dan Sri Susyanti Nur).    
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan fungsi 
lembaga adat dalam wilayah lembang di Kabupaten Tana Toraja dan 
bentuk penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan oleh lembaga adat di 
Kabupaten Tana Toraja.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Lembang (BPMPL), Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), dan beberapa lembang/kelurahan serta kecamatan di Kabupaten 
Tana Toraja. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan 
anggota lembaga adat dan pemerintah serta menggunakan buku-buku, 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
Teknik pengolahan data  yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk 
selanjutnya dideskripsikan. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, eksistensi dan fungsi 
lembaga adat dalam wilayah lembang di Kabupaten Tana Toraja adalah 
sebagai lembaga kemasyarakatan untuk membantu Pemerintah Lembang 
dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat serta 
memperkaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan 
agama. Bentuk penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan oleh 
lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja adalah melalui upaya 
musyawarah (ma’kada lan tanga sali) yang bertujuan untuk mencapai 
kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa, dengan 
prinsip “Dipadolo sia mi ia tu rara buku, na yatu pa’barang apa” (lebih baik 
mengutamakan hubungan kekeluargaan dibandingkan harta benda) dan 
dikenakan sanksi adat (didosa) bagi pihak yang terbukti bersalah berupa 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 
dan adat-istiadat dalam masyarakatnya. Kemajemukan budaya yang tersebar 
di berbagai daerah di Indonesia, menjadi suatu kekayaan nasional yang wajib 
untuk dipertahankan dan dilestarikan demi menjamin terpeliharanya 
karakteristik dan identitas bangsa. Meskipun setiap daerah mempunyai ciri 
khas tersendiri yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, namun hal 
tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai suatu penghalang untuk saling 
mengenal kebudayaan masing-masing. Sebaliknya, justru dengan 
keberagaman tersebut dapat menjadi sarana pemersatu bangsa dalam 
rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhineka 
Tunggal Ika.  
Penguatan identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang majemuk 
dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-
nilai tersebut, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). 
Pada Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa: 
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“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 
Ayat tersebut mengandung makna bahwa dengan semakin pesatnya 
perkembangan peradaban dunia, negara menjamin kebebasan masyarakat 
dalam memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dianut oleh 
masyarakat sehingga dengan demikian, negara dapat semakin mendorong 
kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. 
Selanjutnya, pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga 
dikemukakan bahwa: 
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 
Ayat tersebut mengandung makna yang selaras dengan makna dari 
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai budaya yang menjadi 
identitas daerah dan hak masyarakat tradisional tetap dipertahankan dan 
dihormati sebagai bagian dari masyarakat dan merupakan warisan 
kebudayaan yang bersifat dinamis, sehingga selalu menyelaraskan diri 
dengan perkembangan zaman. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, memberikan keleluasaan kepada 
setiap daerah di Indonesia untuk selalu mengembangkan dan melestarikan 
nilai adat-istiadat yang dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-
nilai agama dan Pancasila sebagai dasar negara yang selalu dijunjung tinggi 
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oleh bangsa Indonesia.  Pelestarian nilai-nilai budaya tersebut, dapat menjadi 
daya tarik daerah yang bersangkutan, sehingga kebudayaan tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain 
peran negara, peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam 
upaya pelestarian nilai-nilai adat-istiadat. Mengadakan berbagai kegiatan 
kemasyarakatan untuk memperkenalkan kebudayaan dengan metode yang 
edukatif dan inspiratif, dapat menjadi salah satu upaya pelestarian dan 
pengembangan adat-istiadat. 
Berkaitan dengan kebudayaan, Kabupaten Tana Toraja merupakan 
salah satu daerah yang sarat dengan nilai kebudayaan dalam 
masyarakatnya. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat-istiadat dan 
hukum adat yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pula 
halnya dalam menghadapi suatu persoalan, masyarakat mengutamakan 
penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip adat-istiadat yang dianut. 
Sebagai masyarakat adat yang mengutamakan penyelesaian masalah 
secara adat, masyarakat memerlukan suatu wadah berupa lembaga 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang adat-istiadat, yang dapat 
membantu masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Lembaga yang 
dimaksud disini adalah lembaga adat, baik yang terbentuk secara alamiah 
dalam masyarakat maupun yang merupakan bentukan pemerintah.  
Sebelumnya, keberadaan lembaga ini belum mendapat penguatan 
secara yuridis dari pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sehingga dalam 
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menjalankan fungsinya, lembaga adat berjalan sendiri tanpa ada dukungan 
dari pemerintah. Meskipun saat itu pemerintah mengakui dan menghormati 
keberadaan lembaga adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
masyarakat, namun dalam hal memfasilitasi dan membantu lembaga adat 
dalam menjalankan fungsinya, hal tersebut belum dilakukan oleh pemerintah. 
Selain itu, kedudukan lembaga adat yang seharusnya terdapat di setiap 
lembang/kelurahan dan kecamatan belum sepenuhnya tercapai sehingga 
saat itu, satu lembaga adat dapat merangkap beberapa lembang/kelurahan. 
Barulah setelah pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberlakukan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pemerintah Lembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan, penguatan akan lembaga 
adat sebagai lembaga penyebaran dan pelestarian adat-istiadat di Kabupaten 
Tana Toraja menjadi kuat secara yuridis. Pembentukan Peraturan Daerah 
tersebut berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan lain 
yang lebih tinggi, antara lain Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 yang telah dikemukakan di atas, Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Bab. XII tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
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2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan 
Nilai Sosial Budaya Masyarakat. 
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
tersebut, lembaga adat dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan sendiri 
lagi tetapi selalu difasilitasi dan didukung oleh pemerintah setempat. Ketika 
ada masalah yang timbul dalam masyarakat terkait adat-istiadat, pemerintah 
lembang/kelurahan langsung mempercayakan masalah tersebut untuk 
ditangani oleh lembaga adat setempat. Demikian pula halnya dengan 
kedudukan lembaga adat, saat ini setiap lembang/kelurahan dan kecamatan 
di Kabupaten Tana Toraja telah memiliki lembaga adat.  
Dalam Peraturan Daerah tersebut, dimuat berbagai ketentuan 
mengenai lembaga adat. Lembaga adat merupakan salah satu lembaga 
kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat 
adat. Lembaga adat terdiri dari para hakim adat, pemangku adat (To 
Parenge’) dan tokoh-tokoh masyarakat. Hakim adat merupakan lembaga 
adat bentukan pemerintah yang bertugas untuk mengadili dan memberikan 
keputusan terkait sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat. Adapun 
pemangku adat (To Parenge’) dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain 
merupakan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam 
masyarakat. 
Lembaga adat, baik di tingkat lembang/kelurahan maupun di tingkat 
kecamatan bertugas dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan 
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berbagai persoalan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat-
istiadat setempat. Selain itu, lembaga adat juga berperan penting dalam 
rangka mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan 
lokal yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam keperdataan adat, lembaga 
adat berfungsi memberikan status hukum berdasarkan hukum adat mengenai 
hal-hal yang menyangkut harta benda, baik yang merupakan milik bersama 
maupun milik perorangan, yang dapat bermanfaat untuk kepentingan 
hubungan keperdataan pemilik juga saat terjadi sengketa menyangkut harta 
benda tersebut. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat ini diharapkan 
akan semakin mendukung dan menunjang pranata adat, nilai-nilai serta 
kebiasaan-kebiasaan yang diyakini dan dianut oleh masyarakat. 
Penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh lembaga adat, dilakukan 
secara non litigasi. Penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan dengan 
menggunakan hukum adat sebagai dasar hukumnya. Penyelesaian adat oleh 
lembaga adat mengutamakan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak 
yang bersengketa untuk menjaga agar hubungan diantara keduanya tetap 
rukun dan harmonis. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui 
musyawarah antara para pihak dengan melibatkan lembaga adat sebagai 
pihak yang akan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak, 
serta memberikan saran dan masukan terkait pengetahuannya mengenai 
sengketa yang dihadapi sekaligus memberikan keputusan untuk 
penyelesaian sengketa.  
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Salah satu sengketa adat yang seringkali diselesaikan oleh lembaga 
adat di Kabupaten Tana Toraja adalah mengenai sengketa tanah tongkonan. 
Tongkonan dalam hal ini merupakan persekutuan atau sebuah rumpun 
masyarakat adat yang saling terkait satu sama lain berdasarkan atas suatu 
pertalian keturunan (geneologis). Adapun Tanah Tongkonan merupakan 
tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh tongkonan dimana semua anggota 
tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah 
tersebut. Tanah tongkonan sebagai milik bersama tongkonan, tidak 
mengenal adanya sertifikat. Penguasaan tanah dilakukan oleh pihak keluarga 
yang bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut. Seluruh keturunan tongkonan 
berhak untuk tinggal, membangun, serta mengambil manfaat dari tanah 
tongkonan, dengan syarat mereka senantiasa menjaga dan memelihara 
tanah keluarga tersebut. 
 Sengketa mengenai tanah tongkonan, biasanya terjadi berkaitan 
dengan status tanah atau batas-batas tanah yang tidak jelas. Sengketa 
tersebut seringkali terjadi dalam suatu rumpun keluarga, mengingat status 
dari tanah tongkonan yang merupakan milik bersama sebuah rumpun 
keluarga, sehingga dapat menimbulkan perebutan hak untuk memiliki tanah 
tersebut secara pribadi. Ketika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan 
secara kekeluargaan, maka para pihak dapat menempuh upaya 
penyelesaian adat oleh lembaga adat baik di tingkat lembang/kelurahan 
maupun di tingkat kecamatan. 
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B. Rumusan Masalah   
1. Bagaimanakah eksistensi dan fungsi lembaga adat dalam wilayah 
lembang di Kabupaten Tana Toraja? 
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan oleh 
lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui eksistensi dan fungsi lembaga adat dalam wilayah 
lembang di Kabupaten Tana Toraja. 
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa tanah adat 
tongkonan oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja.  
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Untuk dapat menjadi bahan informasi dalam pengembangan dan  
penerapan ilmu hukum, khususnya sebagai referensi dalam penelitian-
penelitian baru yang berkaitan dengan lembaga adat. 
2. Untuk menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui 
secara mendalam mengenai fungsi lembaga adat dalam 
menyelesaikan sengketa . 
3. Untuk menambah dan memperluas cakrawala ilmu penulis sendiri, 









A. Lembaga Adat  
1. Pengertian Adat, Masyarakat Adat, dan Lembaga Adat  
Pengertian lembaga adat sangat erat kaitannya dengan pengertian 
adat itu sendiri. Defenisi adat menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang 
berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 
1660), adat berasal dari bahasa Arab, yaitu “adah”, yang berarti cara atau 
kebiasaan.1 Secara umum, adat dapat diartikan sebagai peraturan yang 
berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu atau bisa juga berlaku 
pada beberapa banyak kelompok yang bersumber dari satu keturunan yang 
sama dan mereka terpisah-pisah oleh pemukiman yang terpencar di berbagai 
lokasi perladangan, karena satu sama lain saling mengejar lahan yang subur 
untuk tempat berusaha dan bertahan hidup hingga turun-temurun.2  
Adapun dalam Pasal 1 huruf (m) Peraturan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, menyatakan 
bahwa: 
“adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai/kaidah-kaidah dan 
kepercayaan sosial, yang timbul sejak semula, bersama dengan 
                                                          
1
 http://www.himmaba.com/2013/03/pengertian-dan-perbedaan-adat.html diakses pada 
Minggu, 12 Oktober 2014 pukul 13.00 WITA 
2
 Abdul Harris Asy’arie, 2005, Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq 
Kalimantan Timur, Humas Pemprov Kaltim, Kalimantan Timur, hal 51. 
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pertumbuhan masyarakat lembang yang bersangkutan, dilaksanakan 
secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang masa”. 
 
Selanjutnya, masyarakat adat dirumuskan dalam konvensi ILO 
(International Labour of Organization) atau Organisasi Buruh Internasional, 
No. 169 Tahun 1986 menyatakan bahwa: 
“bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang 
memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan 
penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri 
mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah 
mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan 
merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk 
memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan 
identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya: sebagai dasar 
bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku, sesuai 
dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.” 
  
Di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan terdapat komunitas 
masyarakat adat. Menurut Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat 
(JAPHAMA) yang dirumuskan di Tana Toraja pada Tahun 1993, masyarakat 
adat adalah: 
“kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-
temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, 
ideologi, politik, sosial, dan budaya sendiri.” 
Di Tana Toraja terdapat 32 masyarakat adat yang mandiri dan 
mempunyai aturan masing-masing yang berbeda. Namun tetap terikat dalam 
ikatan Sang Torayan (orang Toraja) yang disebut To Sanglepongan Bulan, 
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Tana Matari’ Allo (bulat bagaikan bulan purnama bersinar bagaikan matahari 
pagi). Diikat oleh nilai yang diwarisi dan leluhur yang sama.3 
Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 4 wilayah adat, yaitu Wilayah Utara, 
Timur, Selatan dan Barat. Wilayah Utara dipimpin oleh seorang To Makaka 
(artinya seseorang yang diposisikan sebagai kakak). Wilayah Timur dipimpin 
oleh To Parenge’ (orang yang bertanggung jawab memikul beban 
masyarakat). Wilayah Selatan dipimpin oleh Puang. Wilayah Barat dipimpin 
oleh To Ma’dika (orang yang dianggap berdarah putih/ ma’rara pangandu’).4 
Puang dalam hal ini merupakan sebutan untuk bangsawan tertinggi di 
Kabupaten Tana Toraja. Keempat pemangku adat tersebut mendiami wilayah 
masing-masing dengan aturan adat yang berbeda-beda. 
Sebagai wadah untuk melestarikan dan membantu menyelesaikan 
berbagai persoalan terkait dengan adat-istiadat dalam masyarakat adat, 
diperlukan adanya suatu lembaga adat. Lembaga adat memiliki sebutan yang 
berbeda-beda pada setiap wilayah adat. Namun, secara umum lembaga adat 
di Kabupaten Tana Toraja dipimpin oleh seorang pemangku adat yang 
disebut To Parenge’. Wilayah adat itu sendiri terdiri dari beberapa lembang 
(desa adat).  
                                                          
3
http://sdmuhcc.net/elearning/aridata_web/how/p/Pakaian_Daerah/18_KELEMBAGAAN%2
0MASYARAKAT%20ADAT%20DESA%20DI%20TANA%20TORAJA.htm diakses pada Minggu, 12 Oktober 
2014 pukul 13.02 WITA. 
4
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/12-kebijakan-pertanian/saroan-




Pengertian lembaga adat secara lebih jelas, terdapat dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan pada Pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa: 
“lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja  
dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah 
kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat 
tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam 
hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, 
mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan 
yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum 
adat yang berlaku”. 
 
Adapun dalam Pasal 1 huruf (n) Peraturan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang juga menyatakan 
bahwa:  
“lembaga adat adalah wadah untuk menghimpun, mengembangkan, 
memberdayakan dan melestarikan segala potensi adat yang masih 
hidup dalam masyarakat”. 
Dari kedua pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lembaga adat 
merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan sangat penting dalam 
melestarikan serta menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan adat dalam 
masyarakat. Lembaga adat dapat dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin 
dalam masyarakat adat, yang memiliki pengetahuan luas mengenai adat 
setempat serta mampu menemukan solusi yang tepat bagi masyarakat yang 




2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Adat 
Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, menyatakan 
bahwa: 
“kedudukan Lembaga Adat adalah merupakan wadah untuk 
menghimpun segala potensi adat istiadat yang hidup dan tumbuh 
dalam masyarakat untuk digali dan dikembangkan”. 
Lembaga adat menjadi wadah permusyawaratan dan permufakatan 
masyarakat adat temasuk para pemuka adat, dalam rangka menghimpun 
segala potensi adat-istiadat yang ada dalam masyarakat, serta untuk 
menggali dan mengembangkan adat-istiadat tersebut untuk menjaga 
kelestarian dan keasliannya.  
Keberadaan lembaga adat dalam komunitas (masyarakat adat) harus 
diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan 
adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara 
dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu.5 
Adapun tugas Lembaga adat dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan sebagai berikut:   
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a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada 
pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut 
hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; 
b. memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat 
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya 
budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam 
menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan; 
c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta 
objektif antara kepala daerah/pemangku adat/tetua adat dan 
pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah. 
 
Tugas lembaga adat tersebut merupakan sebuah gambaran umum. 
Secara lebih spesifik, tugas lembaga adat dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pemerintah Lembang, yaitu:  
a. membantu Pemerintah Lembang untuk menyelesaikan perselisihan 
yang timbul dari masyarakat; 
b. memberikan rekomendasi terhadap upacara adat yang akan 
diselenggarakan. 
 
Pada ayat tersebut dikatakan bahwa lembaga adat berperan penting 
dalam membantu pemerintah lembang untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan masyarakat terutama yang berkaitan dengan adat-istiadat 
setempat. Persoalan tersebut antara lain yang berkaitan dengan tanah adat, 
yang tentu penyelesaiannya membutuhkan pandangan-pandangan para 
pemuka adat. 
Lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja juga memegang kendali 
dalam rangka pelaksanaan upacara adat. Masyarakat yang akan 
menyelenggarakan upacara-upacara adat, baik itu upacara kegembiraan 
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(Rambu Tuka’) maupun upacara adat kematian (Rambu Solo’), harus 
mendapatkan rekomendasi dari lembaga adat setempat. Tidak hanya 
memberikan rekomendasi sebelum pelaksanaan upacara adat, lembaga adat 
juga turut berperan aktif mengontrol pelaksanaan acara sampai selesai. Hal 
ini dikarenakan dalam pelaksanaan upacara adat, biasanya terdapat 
dongeng-dongeng rakyat atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi 
(Kada Tomina) serta ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan/ harus 
mendapat petunjuk dari lembaga adat/ para pemuka adat.  
Selain tugas, lembaga adat juga memiliki fungsi dalam masyarakat. 
Pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa: 
“lembaga adat, mempunyai fungsi : 
a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal 
yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat ditiap-
tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat 
juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat; 
b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat 
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka 
memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan 
nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila dan agama; 
c. menjaga, memelihara memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat 
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat”. 
 
Lembaga adat adalah penggerak sekaligus pengawas dalam sistem 
hukum adat. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga hubungan 
keperdataan masyarakat adat, diantaranya menyangkut harta kekayaan 
masyarakat adat. Selain itu, sebagai lembaga yang memiliki pemahaman 
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yang luas serta menjunjung tinggi nilai adat-istiadat setempat, lembaga adat 
juga berfungsi sebagai pendidik adat, yang memberikan pemahaman serta 
pembinaan terkait nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat, sepanjang 
nilai tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional. Selanjutnya, nilai-
nilai adat yang terpelihara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat 
setempat, misalnya melalui sektor pariwisata. 
 
3. Hak, Wewenang, dan Kewajiban Lembaga Adat 
Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang diatur mengenai hak 
lembaga adat. Pasal tersebut menyatakan bahwa: 
“hak Lembaga Adat adalah mempertahankan dan melindungi adat 
istiadat yang ada dan memberikan sanksi adat bagi anggota 
masyarakat yang melanggar norma adat yang berlaku”. 
Kemudian, dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, diatur 
mengenai wewenang lembaga adat. Wewenang tersebut berkaitan erat 
dengan tugas dan fungsi lembaga adat itu sendiri. Adapun wewenang 
lembaga adat adalah: 
a. mengangkat dan menetapkan pemangku adat atau sebutan nama 
lainnya sesuai dengan kondisi sosial Lembang yang bersangkutan; 
b. membuat dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan 
upacara adat budaya pada Lembang yang bersangkutan; 





Lembaga adat dalam menetapkan peraturan adat serta mengangkat 
dan menetapkan pemangku adat, harus menyesuaikan dengan kondisi sosial 
lembang yang bersangkutan serta kepentingan masyarakat setempat. 
Selain hak lembaga adat, diatur pula mengenai kewajiban-kewajiban 
lembaga adat. Dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, menyatakan bahwa: 
"lembaga adat berkewajiban untuk: 
a. mempertahankan Pancasila , UUD 1945 serta peraturan 
perundang-undangan lainnya termasuk Peraturan Lembang; 
b. ikut serta dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional khususnya 
dibidang pengembangan sosial budaya dan adat istiadat; 
c. membantu Pemerintahan Lembang memecahkan masalah-
masalah sosial yang timbul, yang ada hubungannya dengan adat 
budaya”. 
 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga adat tidak terlepas 
dari ketentuan-ketentuan hukum nasional. Karenanya, lembaga adat 
berkewajiban mempertahankan dasar dan konstitusi negara.  
Keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan nasional 
terutama di bidang sosial budaya dan adat-istiadat dapat diwujudkan dengan 
membantu memperkenalkan budaya-budaya setempat dalam ruang lingkup 
nasional bahkan internasional. Mendunianya budaya-budaya tradisional akan 
menarik minat masyarakat luar untuk melihat lebih dekat dan merasakan 
sendiri keunikan adat-istiadat yang telah terpelihara secara turun-temurun. 
Hal tersebut tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat setempat, baik dari segi budaya itu sendiri 
maupun dari segi ekonominya.   
Sebuah adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga 
adat harus memiliki identitas yang jelas. Identifikasi tersebut meliputi 
beberapa faktor sebagai berikut: 
a. nama dan/atau istilah yang digunakan;   
b. struktur, sistem status adat atau jabatan adat; 
c. struktur wilayah adat; 
d. kegiatan masyarakat adat yang berpola; 
e. pranata serta perangkat norma-norma adat termasuk didalamnya 
hak-hak dan kewajiban masyarakat; 
f. sistem sanksi hukum adat 
g. kekayaan serta hak milik masyarakat adat dan/kelompok adat. 
 
4. Susunan Organisasi 
Keanggotaan Lembaga Adat terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat 
yang ada hubungannya dengan adat istiadat dalam wilayah Lembang.6 
Pemuka-pemuka tersebut berpengalaman dan mengetahui dengan jelas 
seluk-beluk adat-istiadat dalam lembang setempat. 
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5. Hubungan Lembaga Adat dengan Pemerintah Lembang dan  
Pemerintah Kabupaten 
Lembaga adat memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah 
Lembang Dan Pemerintah Kabupaten. Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, 
disebutkan: 
(1) pemerintah Kabupaten maupun Pemerintahan Lembang 
berkewajiban memfasilitasi dan membina serta mengembangkan 
adat istiadat yang hidup dan tumbuh dalam wilayah Lembang; 
(2) tujuan pembinaan dimaksud ayat (1) adalah agar adat istiadat 
mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan 
dan ketahanan Nasional dalam wawasan Nusantara. 
 
Hubungan timbal balik antara ketiga lembaga tersebut dilakukan untuk 
menjaga adat-istiadat daerah dapat dilestarikan dengan peran penting 
lembaga adat di dalamnya, serta penyediaan fasilitas yang memadai dari 
Pemerintah Lembang dan Pemerintah Kabupaten.  
 
B. Tanah 
1. Pengertian Tanah 
Sebutan “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dalam 
berbagai hal tergantung pada penggunaannya. Karenanya, perlu 
pembatasan agar dapat diketahui untuk apa istilah tersebut digunakan.  
Dalam UUPA, pengertian agraria mengarah pada pengertian yuridis  
yang juga mengarah pada perlindungan hukumnya. Meskipun UUPA tidak 
menyebutkan secara langsung pengertian agraria, namun Pasal 1 ayat (2) 
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UUPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan agraria meliputi seluruh 
bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya. Pengertian bumi, air, dan ruang angkasa diatur dalam Pasal 1 
UUPA ayat (4), (5), dan (6) menyatakan: 
(4) dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula 
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. 
(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun 
laut wilayah Indonesia. 
(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi 
dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. 
 
Kemudian, Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: 
“atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang 
lain serta badan-badan hukum”.  
 
Dari pasal tersebut diketahui bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian 
tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran 
panjang dan lebar.7  
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UUPA menyatakan 
bahwa: 
(2) hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 
ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-
                                                          
7
 Boedi Harsono, 2005, “Hukum Agraria Indonesia”, Djambatan, Jakarta, hal 18 
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batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum 
lain yang lebih tinggi. 
(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. 
 
Dari ketentuan pasal ini, terlihat bahwa di samping memberikan 
pengertian tentang apa yang disebut tanah memberikan juga kemungkinan 
bahwa dalam penggunaan tanah meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang 
angkasa yang ada di atasnya, sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Pengertian 
bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA jo. Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang 
meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), termasuk tubuh bumi yang 
terdapat di bawah tanah dan di bawah air.  
Dengan demikian, maka pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi 
yang ada di daratan dan permukaan bumi yang ada di bawah air, termasuk 
air laut. Penguasaan permukaan bumi atau tanah tersebut tidak termasuk 
tanah yang ada di bawah permukaan bumi. Benda-benda atau kekayaan 
alam yang terkandung di bawah permukaan bumi (tanah) tersebut, tetapi 
dikuasai langsung oleh negara, misalnya bahan galian tambang.8 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah diartikan 
sebagai:  
1. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 
2. keadaan bumi di suatu tempat; 
3. permukaan bumi yang diberi batas; 
                                                          
8
 Aminuddin Salle, dkk, 2010, “Hukum Agraria”, Aspublishing Makassar, Makassar, hal 3. 
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4. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, 
napal dan sebagainya) 
 
Tanah bukan hanya sekedar nilai ekonomi yang memberikan nilai 
tambah produksi tetapi merupakan ikatan sosial antara manusia dengan 
alam. Dalam pandangan sosial bahwa tanah merupakan salah satu penentu 
tinggi atau rendahnya derajat suatu kaum9. 
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 Tentang 
Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya 
disebut TAP MPR IX/MPR/2001) dinyatakan, bahwa: 
“sumber daya agraria/sumber daya alam, meliputi bumi, air, ruang 
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai 
rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan 
kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola 
dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi mendatang dalam 
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur”. 
 
a. Tanah Negara 
Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan bahwa : 
“tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah 
tanah yang tidak dipunyai atas sesuatu hak atas tanah”. 
Menurut Ali Achmad Chomzah (2002:1) pengertian tanah negara 
sebagai berikut: 
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 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Depkumham, 2008, Penelitian Pengaruh 
Kebijakan Pertanahan Pemerintah terhadap Hak Atas Tanah, Jakarta, hal 9 
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“tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan 
atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”. 
Sebelum adanya amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 
tentang hak “menguasai” negara, negara pernah diartikan sebagai “pemilik” 
hak atas tanah yang dapat ditemukan pada masa pemerintahan Hindia 
Belanda. 
Pertama, tanah-tanah negara yang disebut dengan tanah negara 
bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah 
tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. 
Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan 
hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada 
waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. 
Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara 
sukarela kepada hukum barat, maka tanah yang dikuasa rakyat merupakan 
bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai 
tanah negara yang diduduki oleh rakyat10.  
Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga 
berpendapat bahwa sebutan tanah negara bebas ini cakupannya dibedakan 
menjadi dua, yaitu: 
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 Yonna Pongpabia, 2013, Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan 
Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan NO.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl), Makassar, hal 11 
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a) tanah-tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari 
hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi/departemen yang 
membebaskannya; 
b) tanah negara bebas yang tidak ada penguasaannya secara nyata 
diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah 
tersebut dimasukkan kedalam penguasaan Kementerian Dalam 
Negeri. 
Kedua, tanah negara yang tidak bebas yaitu tanah negara yang 
diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau 
diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat 
masyarakat hukum adat)11.  
Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UU No. 5 Tahun 1960, 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pengertian Tanah Negara 
ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 Tentang 
Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Dalam PP tersebut tanah negara 
dimaknai sebagai “tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Inti dari 
pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi 
merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (penjelasan umum II 
(2) UUPA 1960), artinya negara bukan sebagai pemilik tanah, tetapi negara 
sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan 
penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk: 
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 Ibid hal 12  
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a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaaan, 
persediaan dan pemeliharaannya; 
b) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyainya atas 
(bagian) bumi, air dan ruang angkasa itu; 
c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa.    
 
b. Tanah Adat 
Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya UUPA, di negara kita 
masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum 
pertanahan yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat. Sehingga ada dua macam 
tanah, yaitu “Tanah Adat” atau biasa juga disebut “Tanah Indonesia” dan 
“Tanah Barat” yang biasa juga disebut “Tanah Eropa”.12 
Adanya dua macam hukum tanah yang terkenal dengan sebutan 
“dualisme" itu, sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda, sering 
menimbulkan berbagai kesulitan disamping memang merupakan hal yang 
tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia.13 
Setelah diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 
yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 104 tahun 1960, diletakkanlah 
dasar-dasar Hukum Agraria Nasional. UUPA membuat ketentuan-ketentuan 
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baru secara pokok-pokok dan sekaligus mencabut beberapa peraturan 
perundangan yang tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. 
Dengan demikian hilanglah “dualisme” dan terciptalah suatu kesatuan hukum 
(unifikasi) dalam Hukum Agraria.  
Dengan diberlakukannya UUPA, yang dikategorikan Tanah Adat 
adalah tanah yang dibuka sebelum tanggal 24 September 1960 yaitu saat 
diundangkannya UUPA, dikerjakan secara terus-menerus, tidak terlantar 
sehingga tanah dan/atau tanaman yang ada diatasnya terawat dengan baik. 
Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai 
sejak dulu.  
Hukum adat sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang 
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas 
tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.14  
Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan 
dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, 
hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religious-magis.15 
Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para 
anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang disebut Hak Ulayat. Tanah 
ulayat  merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia 
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 Boedi Harsono, op.cit, hal 181 
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 Bushar Muhammad, 2006, “Pokok-pokok Hukum Adat”, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 103 
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suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang 
merupakan masyarakat hukum adat.16 
Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai 
hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah-bersama tersebut 
guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang 
bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum 
disebut hak milik. Karena itu, penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat 
individual.17 
Berkaitan dengan hak ulayat tersebut, dalam Pasal 3 UUPA 
menyatakan bahwa: 
“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat 
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih 
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta 
tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi”. 
 
Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat 
yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai “pelaksanaannya”. Hak ulayat 
diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, demikian Pasal 3 
UUPA. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan 
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kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan 
dilahirkan hak ulayat baru.18 
Hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan 
pendaftarannya, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
tentang  Pendaftaran Tanah, hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan 
dalam golongan objek pendaftaran tanah.19  
Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria 
Sumardjono memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang 
didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan, 
yakni20: 
1) subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan 
karakteristik tertentu; 
2) objek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah 
dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan 
masyarakat sepanjang masa (Lebensraum); 
3) Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam 
mengelolah tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan 
yang berkenaan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan, serta 
pelestarian tanah wilayah tersebut.  
 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum adat 
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, sekaligus mengandung 
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 Ibid hal 190. 
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Ibid hal 193.  
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 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kemenkum HAM RI, 2013, ”Evaluasi 
Penanganan Konflik Hak Ulayat di Provinsi Sumatera Utara”, CV. Permata Deza, Jakarta, hal 2-3 
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unsur kebersamaan. Karenanya, ada  dua macam hak yang timbul atas 
tanah, antara lain21: 
1) hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, 
dinikmati dan diusahakan oleh sekelompok manusia yang hidup 
dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat 
hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, hak persekutuan ini 
sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak 
komunal atau beschikingsrecht; 
2) hak perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, 
dinikmati dan diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan 
tertentu. 
 
Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat, berlaku ke luar dan ke dalam. 
Berlaku ke luar, karena bukan warga masyarakat-hukum pada prinsipnya 
tidak diperbolehkan turut mengenyam/ menggarap tanah yang merupakan 
wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Berlaku ke dalam, 
karena persekutuan sebagai suatu persekutuan yang berarti semua warga 
persekutuan bersama-sama sebagai satu keseluruhan melakukan hak ulayat 
dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan 
dan binatang lain yang hidup di atasnya.22 
Dalam hal hubungan antara Hak Persekutuan dan Hak Perorangan, 
Barend Ter Haar memiliki pendapat yang disebut Teori Bola, dimana menurut 
teori ini ditegaskan23: 
“hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat 
timbal balik yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang 
tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan 
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 Bushar Muhammad, op.cit, hal 104 
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 Yonna Pongpabia, op.cit, hal 15 
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sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah 
maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut”. 
 
Pandangan tersebut menjelaskan bahwa antara hak persekutuan dan 
hak perseorangan dalam masyarakat hukum adat sifatnya saling bertolak 
belakang. Jika nantinya hak perseorangan pada sebidang tanah semakin 
kuat dari waktu ke waktu, bukan tidak mungkin hak persekutuan atas tanah 
akan benar-benar hilang, maka hilang pulalah salah satu identitas dari 
masyarakat adat. 
Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi 
tanah ulayat yaitu24: 
1. Hak Milik Atas Tanah 
Hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat 
untuk bertindak atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi dari 
lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik ini terdiri dari hak milik 
terikat dan hak milik tidak terikat. Yang dimaksud hak milik terikat 
adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang 
terdapat dalam lingkungan masyarakat adat seperti hak milik 
komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama 
dari penduduk desa. Sedangkan yang dimaksud dengan hak milik 
tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada 
campur tangan dari pihak desa. 
2. Hak Menikmati Atas Tanah 
Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang 
diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati 
hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali 
saja. Sebenarnya hak ini biasa diberikan kepada orang luar 
lingkungan ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah 
dalam lingkungan ulayat, setelah panen selesai, tanah harus 
dikembalikan kepada hak ulayat. 
3. Hak Terdahulu 
Tentang hak terdahulu (voorkeursrecht) adalah hak yang diberikan 
kepada seseorang untuk mengusahakan tanah itu, dimana orang 
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tersebut didahulukan dari orang lain. Ini dapat terjadi misalnya 
tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat 
atau berupa tanah ulayat. 
4. Hak terdahulu untuk beli 
Begitu pula untuk hak terdahulu untuk beli, dimana seseorang 
memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang 
lain. Hak ini sering disebut hak wenang beli dan hal ini dapat terjadi 
karena pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota 
masyarakat atau ulayatnya, tetangga dari si penjual itu sendiri. 
5. Hak Memungut Hasil Karena Jabatan 
Mengenai hak memungut hasil karena jabatan 
(ambtelijkprofijtrecht) bisa terjadi karena seseorang sedang 
menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama 
menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka 
hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.  
6. Hak Pakai 
Hak Pakai (gebruiksrecht) adalah hak atas tanah yang diberikan 
pada seseorang atau kelompok untuk menggunakan tanah atau 
memungut hasil dari tanah tersebut. 
7. Hak Gadai dan Sewa 
Hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya 
satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah 
tersebut. Selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama 
itu pula hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, 
begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung 
hingga putusnya perjanjian sewa-menyewa atas tanah itu. 
 
Di beberapa daerah orang membuka tanah dimulai dengan memberi 
tanda “mebali” yaitu tanda akan membuka tanah. Dengan memberi tanda 
tersebut timbul hak untuk mengusahakan sebidang tanah (hak membuka 
tanah). Untuk menjadikan tanah itu “hak milik”, maka tanah ladang itu harus 
dikerjakan terus-menerus, tetapi jika tanah peladangan itu ditinggalkan 
terbengkalai menjadi semak belukar atau menghutan kembali, maka hak 
miliknya hilang dan yang masih ada ialah “hak utama” (voorkeursrecht) untuk 
mengusahakannya kembali. Hak utama ini akan hilang apabila bidang tanah 
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tersebut telah menghutan, dan tanah itu kembali menjadi “hak ulayat desa”. 
Hak milik atas tanah peladangan dapat ditingkatkan menjadi “hak milik tetap” 
apabila di atas tanah itu ditanami tumbuhan berupa tanaman keras (pohon 
buah-buahan, karet, kopi, kelapa dan sebagainya) yang rapat sehingga 
menjadi tanah kebun25. 
Terhadap orang-orang asing alias non persekutuan para anggota 
persekutuan mengetahui bahwa tanah mereka tidak bisa dikuasai oleh kaum 
pendatang yang hanya berada di atasnya sebagai “orang menumpang” 
terhadap orang asal26. 
 Hanya apabila kaum pendatang ini telah berada di daerah ulayat ini 
selama beberapa generasi berada di dalam daerah ini, mereka dapat melalui 
proses panjang ini mengambil bagian sebagai anggota persekutuan dengan 
pemakaian tanah yang lebih bersifat tetap27.   
 
2.  Dasar Hukum Pertanahan Nasional 
Ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional terdiri atas28 : 
a. norma-norma hukum tertulis, yang dituangkan dalam peraturan-
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 
1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3); 
2) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960); 
3) Peraturan-peraturan pelaksana UUPA; 
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4) Peraturan-peraturan yang bukan pelaksana UUPA, yang 
dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu 
masalah perlu diatur (misalnya UU No. 51/Prp/1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak); 
5) Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku, 
berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan.  
b. norma-norma hukum tidak tertulis, berupa hukum adat dan hukum 
kebiasaan baru yang bukan hukum adat, sebagai berikut: 
1) norma-norma hukum adat yang sudah di-“saneer” menurut 
ketentuan Pasal 5, Pasal 56, dan Pasal 58 UUPA; 
2) hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik 
administrasi. 
 
Secara umum substansi Pertanahan diatur melalui satu undang-
undang pokok, yaitu UUPA yang merupakan hukum dasar pertanahan, yang 
mengatur dasar pokok keagrariaan sebagaimana dijumpai dalam 
konsiderans “menimbang” huruf (a) dinyatakan bahwa: 
“di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan 
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak 
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai Karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur”. 
 
Demikian pula dalam Pasal 1 UUPA yang mengatur mengenai dasar-
dasar dan ketentuan-ketentuan pokok agraria.  
Kemudian Pasal 2 ayat (1) UUPA 1960 yang menyatakan, bahwa: 
“atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat”.  
 




a) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional 
yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, 
keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam 
rangka masyarakat yang adil dan makmur; 
b) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan hukum, dalam hukum pertanahan; 
c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
 
C. Tanah Tongkonan 
 Istilah tongkonan berasal dari Kabupaten Tana Toraja. Kata 
“tongkonan” itu sendiri, berarti “berkumpul” atau “musyawarah”. Dalam 
perkembangannya, tongkonan memiliki dua arti, yaitu sebutan untuk rumah 
adat kediaman pemangku adat dan sebutan bagi rumpun keluarga yang 
berasal dan/atau mendiami rumah adat tersebut.  
 Masyarakat di luar Kabupaten Tana Toraja, mengartikan tongkonan 
sebagai rumah adat Tana Toraja. Namun sebenarnya, dalam kehidupan 
masyarakat Toraja, tidak semua rumah adat dapat disebut sebagai 
“tongkonan”. Tongkonan merupakan sebutan bagi rumah adat atau tempat 
kediaman pemangku adat (beserta keluarganya) yang dianggap sebagai 
pemimpin dalam masyarakat adat yang bersangkutan, dimana rumah 
tersebut digunakan sebagai tempat menjalankan sistem pemerintahan, serta 
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tempat berkumpul atau musyawarah bagi masyarakat adat yang akan 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat-istiadat. 
Sedangkan rumah adat Toraja, didirikan oleh masyarakat biasa (bulo dia’pa’) 
yang hanya menjadi tempat kediaman, bukan menjadi tempat 
bermusyawarah dan menjalankan sistem pemerintahan dalam masyarakat 
adat. 
 Tongkonan  dibangun oleh sekelompok masyarakat adat berdasarkan 
suatu pertalian keturunan (geneologis), sehingga dapat dikatakan bahwa 
mereka merupakan sebuah keluarga. Dengan demikian, pengertian tanah 
tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang diwariskan dan dikelolah 
secara turun-temurun yang dimiliki secara bersama-sama oleh keluarga 
tongkonan, dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak 
yang sama atas tanah tersebut.  
 Tongkonan mempunyai sifat yang mirip dengan hak ulayat. Hak ulayat 
merupakan hak persekutuan masyarakat adat yang biasanya bersifat 
teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah 
kekuasaannya. Sedangkan tongkonan adalah sekelompok masyarakat adat 
yang terikat berdasarkan ikatan bersifat geneologis (berdasarkan ikatan 
darah) yang mempunyai hak bersama atas tanah tongkonan. 
 Ada beberapa pengertian tanah tongkonan menurut pendapat tokoh-
tokoh masyarakat Toraja. 
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 Menurut Abdul Rahman Pakadang (wawancara Jumat, 17 Oktober 
2014 ) mengatakan bahwa: 
“tanah tongkonan adalah tanah leluhur yang dimiliki secara turun-
temurun, yang dikuasai dan dikelolah oleh pemangku adat dan 
keluarganya dimana tanah tersebut tetap menjadi milik bersama bagi 
generasi tongkonan.” 
 
 Dominggus Battung (wawancara  Senin, 12 Januari 2015) mengatakan 
bahwa: 
“tanah tongkonan adalah tanah yang berasal atau dikuasai oleh suatu 
tongkonan (persekutuan keluarga), dimana tanah tersebut menjadi 
milik bersama bagi seluruh keluarga tongkonan”. 
L. R. Tangko (wawancara Rabu, 14 Januari 2015) mengatakan bahwa: 
“tanah tongkonan adalah tanah yang merupakan warisan secara turun-
temurun yang dimiliki oleh suatu rumpun keluarga tongkonan, yang 
tetap dimiliki bersama secara utuh oleh keluarga tongkonan”. 
Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam masyarakat 
adat, ada pula hak perseorangan atas tanah. Demikian pula halnya di 
Kabupaten Tana Toraja, dikenal istilah tanah ongko tongkonan.  
 Tanah Ongko Tongkonan adalah tanah yang diklaim dan berada 
dalam penguasaan leluhur suatu tongkonan, namun tanah tersebut tidak 
langsung dikelolah secara turun temurun, sehingga apabila salah satu 
anggota tongkonan dengan itikad baik mengelolah tanah tersebut, maka ia 
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berhak mendapat hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini adalah hak milik, 
sehingga tanah tersebut dapat disertifikatkan oleh pengelolanya29.  
 Hal tersebut sesuai dengan prinsip  hukum adat dalam mengusahakan 
sebidang tanah, dimana untuk menjadikan tanah itu “hak milik”, maka tanah 
ladang itu harus dikerjakan terus-menerus, dan di atas tanah itu ditanami 
tumbuhan berupa tanaman keras (pohon buah-buahan, karet, kopi, kelapa 
dan sebagainya) yang rapat sehingga menjadi tanah kebun. 
 Tanah tongkonan dibagi menjadi beberapa macam antara lain30: 
a. Tanah kering atau tanah yang biasa disebut Kombong Tongkonan 
yaitu suatu wilayah tongkonan, yang dapat dimanfaatkan langsung 
oleh anggota tongkonan yang bersangkutan. 
b. Sawah tongkonan yang lazim disebut Kande Tongkonan yaitu tanah 
dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu tongkonan dimana 
hasil tanah tersebut digunakan bilamana rumah tongkonan tersebut 
mengalami kerusakan. 
c. Rante Tongkonan yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta 
pemakaman dari anggota keluarga tongkonan apabila ada yang 
meninggal. Sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan kebiasaan di 
kalangan masyarakat Toraja. 
d. Liang Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane yang terletak 
di dalam wilayah tanah tongkonan yang bersangkutan yang 
merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga 
tongkonan yang telah diupacarakan. 
 
Suatu tongkonan memiliki tanah-tanah yang disebut tanah tongkonan, 
sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tergantung pada usia atau umur 
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daripada tongkonan itu sendiri sehingga ditinjau dari segi usia tongkonan 
maka dapat diklasifikasikan dalam 3 macam yaitu31: 
1. Tongkonan Layuk (tongkonan tua/tongkonan induk) yaitu rumah adat 
kediaman penguasa terdahulu yang menjadi tempat penyebaran adat-
istiadat serta aluk (agama) yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh 
masyarakat. Tongkonan ini berada dalam suatu wilayah yang meliputi 
beberapa lingkungan adat dan telah mempunyai berlapis-lapis 
keturunan dan telah memiliki kombong tongkonan, sawah tongkonan, 
rante tongkonan, dan liang tongkonan. Tongkonan ini merupakan 
tempat berkedudukan para bangsawan yang disebut Puang dalam 
wilayah adat Tallu Lembangna (Makale, Sangalla, dan Mengkendek), 
Ma’dika dalam wilayah adat Toraja Barat, dan To Makaka di wilayah 
adat Toraja Utara. 
2. Tongkonan yaitu rumah adat yang usianya lebih muda dari tongkonan 
layuk, dan biasanya hanya mencakup satu lingkungan adat. 
Tongkonan ini merupakan tempat berkedudukan pemangku adat (To 
Parenge’) dalam lingkungan adat yang bersangkutan. Tongkonan ini 
hanya  mempunyai tanah kering (padang rengko) atau sawah 
tongkonan, sedangkan rante dan liang tidak dimilikinya. Sehingga, 
dapat dikatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah di sekitar 
wilayah tongkonan yang dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga 
tongkonan. 
3. Tongkonan Batu A’riri (tongkonan muda) yaitu rumah adat yang 
menjadi tempat berkumpul satu rumpun keluarga. Berbeda dengan 
tongkonan Layuk dan tongkonan yang terdiri dari berlapis-lapis 
keturunan dan mencakup satu/lebih lingkungan adat, Banua Batu A’riri 
hanya memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) lapis keturunan (nenek, anak, 
dan cucu) dan tidak meliputi satu lingkungan adat. Ruang lingkupnya 
hanya untuk satu keluarga saja. Istilah Banua Batu A’riri dikenal dalam 
wilayah adat Tallu Lembangna sedangkan di wilayah Toraja Barat 
disebut Pa’buttuan Sugi’.  
 
 Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa tanah tongkonan 
memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi karena telah dimiliki secara turun-
temurun oleh beberapa lapis keturunan, sehingga tidak memungkinkan untuk 
dilakukan pembagian disebabkan jumlah anggota keluarga yang sangat 
                                                          
31
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banyak. Ketentuan tersebut berlaku terhadap tanah-tanah pada jenis 
tongkonan di atas, dengan pengecualian tanah tongkonan Batu A’riri. Pada 
tongkonan Batu A’riri, tanah tongkonan memang merupakan milik bersama 
satu rumpun keluarga, namun, apabila suatu saat ada kesepakatan dari 
semua anggota keluarga untuk membagi tanah tongkonan Batu A’riri 
tersebut, maka hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini mengingat 
bahwa tongkonan Batu A’riri hanya memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) lapis 
keturunan, sehingga masih memungkinkan untuk melakukan pembagian 
tanah tongkonan dengan pertimbangan bahwa tanah tongkonan tersebut 
mencukupi bagi semua anggota keluarga untuk mendapatkan bagiannya 
masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat 
Tato’ Dena’32 (wawancara Selasa, 13 Januari 2015) sebagai berikut: 
“tanah tongkonan pada tongkonan Batu A’riri memungkinkan dilakukan 
pembagian apabila ada kesepakatan dari semua pihak keluarga 
dengan pertimbangan tanah tersebut mencukupi bagi semua anggota 
keluarga untuk mendapat bagian. Sehingga setelah dilakukan 
pembagian, tanah tersebut tidak berstatus tanah tongkonan lagi, tetapi 
menjadi milik perorangan”. 
 
 Selanjutnya, adanya kesamaan antara tanah ulayat dan tanah 
tongkonan, membuat ciri di antara keduanya juga memiliki kesamaan. Ciri-ciri 
hak ulayat menurut Van Vollenhoven, adalah sebagai berikut33:  
a. Hak ulayat atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum 
dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan. 
b. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya. 
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c. Jika hal itu dilepaskan untuk sementara maka bilamana ada alasan 
selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, harus 
dibayar juga cukai oleh orang-orang asing menurut hukum adat 
diwajibkan membayar kepada persekutuan hukum yang memiliki tanah 
tersebut. 
 
 Dalam hak persekutuan atas tanah tongkonan, ditemukan ciri-ciri yang 
sama, yaitu sebagai berikut: 
1. Tanah tongkonan hanya dapat dimiliki oleh anggota (keluarga) dari 
tongkonan yang bersangkutan dan menikmati hasil dari tanah 
tongkonan. 
2. Tanah tongkonan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang lain 
dengan maksud untuk memilikinya, akan tetapi orang luar hanya 
mempunyai hak untuk menggarap tanah tongkonan tersebut setelah 
mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis panen, 
penggarap tersebut harus menyerahkan sebagian dari hasil panen 
tersebut kepada pimpinan tongkonan tersebut. 
3. Jika tanah tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain 
untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan 
tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil 
panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan 
tongkonan atas kebaikan hatinya. 
Tanah tongkonan memiliki fungsi dalam masyarakat Tana Toraja, yang 
dapat berfungsi kedalam dan keluar. Adapun fungsi tersebut adalah: 
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1. Fungsi kedalam, artinya bahwa tanah tongkonan dapat dipakai oleh 
setiap warga masyarakat lingkungan persekutuan hukum/dalam 
kepentingan negara/pemerintahan. 
2. Fungsi keluar, artinya tanah tongkonan dapat digunakan bila tanah itu 
diperlukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat wilayah 
persekutuan hukum/dalam kepentingan negara/pemerintah. 
 Dalam uraian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
tanah tongkonan di Kabupaten Tana Toraja, antara lain merupakan tempat 
kediaman, sumber penghidupan, kekayaan serta sebagai lambang status 
sosial bagi semua anggota/warga tongkonan yang bersangkutan. 
     
D. Sengketa Pertanahan 
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia (BPN RI) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan 
Penanganan Kasus Pertanahan, BPN RI memberi batasan mengenai 
sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan. Sengketa pertanahan adalah 
perselisihan pertanahan antara orang, perseorangan , badan hukum, atau 
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah 
dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, terkait dengan 
pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, 
dan sengketa hak ulayat. Adapun konflik pertanahan merupakan perselisihan 
pertanahan antar orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, 
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badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 
berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan perkara pertanahan adalah 
perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga 
peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan 
penanganan perselisihannya di BPN RI.34 
Lawrence M. Friedman memandang apa perbedaan antara sengketa 
dan konflik. Sengketa atau dispute mengenai tuntutan yang tidak selaras  
terhadap sesuatu yang bernilai, misalnya dua orang berebut sebidang tanah 
yang sama, sedangkan konflik yaitu merupakan  pertentangan yang bersifat 
makro, misalnya antar golongan atau kelompok35. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah: 
1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; 
perbantahan; 
2) pertikaian; perselisihan; 
3) perkara (di pengadilan); 
 
Pengertian sengketa menurut kamus hukum adalah36:  
“sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua atau 
lebih yang berselisih”.  
Adapun pendapat yang dinyatakan Ali Achmad tentang pengertian 
sengketa, bahwa37: 
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“sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang 
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau 
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”. 
Adapun pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, 
yaitu : 
“perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai 
keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak 
atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya 
serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan 
hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status 
hukum tanah tersebut”. 
 
Bernhard Limbong, berpendapat bahwa38: 
“sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana 
keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini 
terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau 
persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum 
bagi keduanya”. 
 
Sedangkan menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah39: 
“perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau 
dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan 
hak atas tanahnya, yang dilakukan melalui musyawarah atau melalui 
pengadilan”. 
 
Dari defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah 
adalah merupakan perselisihan antara dua orang atau lebih yang mempunyai 
                                                          
38
 Ibid  
39
 Ibid hal 25 
44 
 
kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena 
kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum. 
Suatu sengketa tanah subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari 
satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar 
sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status 
hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa 
bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, 
penyewa, pengelola, penggarap,  dan sebagainya. 
Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan 
atau badan hukum, tanah aset negara atau pemerintah daerah, tanah 
negara, tanah adat dan ulayat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta 
jenis kepemilikan lainnya.  
Adapun penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat antara lain40: 
1. kurang jelas batas sepadan tanah ulayat 
2. kurang kesadaran masyarakat hukum adat 
3. tidak berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat 
Dalam masyarakat hukum adat, sengketa pertanahan biasanya 
menyangkut mengenai hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Karena 
merupakan tanah ulayat yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, 
maka penyelesaian sengketanya pun harus didasarkan pada hukum adat 
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setempat. Penyelesaian sengketa yang timbul biasanya beragam tergantung 
dari adat-istiadat yang dianut masyarakatnya.  
Dalam masyarakat adat, terdapat lembaga kemasyarakatan yang 
disebut lembaga adat. Lembaga inilah yang mempunyai andil dalam proses 
penyelesaian sengketa pertanahan secara adat. 
Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa yang 
berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah 
dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala persekutuan 
hukum, seperti lembaga adat, kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul 
permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-
pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya. 
 
E. Perlindungan Hukum Nasional terhadap Hak Ulayat 
Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak ulayat suatu 
masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak 
ulayat tercantum dalam Pasal 3 UUPA.  
Disebutnya hak ulayat dalam UUPA yang pada hakikatnya pengakuan 
itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak 
tersebut menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum yang 
bersangkutan.41 
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Seyogyanya tetap dipertahankan asas bahwa ketiadaan alat bukti tak 
tertulis tidak menjadi penghalang bagi seseorang mempunyai hak yang sah 
untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui tata cara pengakuan hak 
berdasarkan de facto selama jangka waktu tertentu dan diperkuat dengan 
kesaksian masyarakat serta lembaga yang berwenang42.  
Selain dalam UUPA, sebagai dasar hukum atas hak ulayat pemerintah 
mengeluarkan peraturan pelaksana , yaitu Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 
Peraturan tersebut untuk menjawab kenyataan bahwa banyak hak ulayat dari 
masyarakat hukum yang tidak mendapat pengakuan dari negara. Dalam 
peraturan tersebut, ditentukan 3 kriteria untuk menyatakan eksistensi hak 
ulayat, yaitu: 
1) ada masyarakat hukum adat; 
2) ada wilayah adat yang menjadi lebensraum; 
3) ada pranata hukum adat yang diakui dan ditaati oleh warga 
masyarakat hukum adat. 
Selain ketiga kriteria yang harus terpenuhi tersebut, untuk menentukan 
ada atau tidaknya hak ulayat, Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian 
dengan melibatkan pakar hukum adat, tokoh adat, aparat pemerintah daerah, 
dan lembaga swadaya masyarakat. 
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Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut tanah ulayat. 
Tanah Ulayat menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, adalah 
bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat adat 
tertentu. Keberadaan tanah ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran 
tanah dengan membubuhkan tanda kartografi, dan jika memungkinkan 
menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah (Pasal 5 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 5 Tahun 1999). 
Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak dapat dibenarkan jika 
suatu masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak begitu 
saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan 
proyek dalam rangka penambahan penduduk dan pembangunan nasional. 
Seringkali, pembangunan daerah terhambat karena mendapat kesukaran 
mengenai hak ulayat. Kepentingan suatu masyarakat hukum, harus 
mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang lebih luas. 
Selain itu, tidak pula dapat dibenarkan bila dalam kehidupan 
bernegara, masyarakat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak 
ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia telah melepaskan hubungannya 
dengan masyarakat dan daerah hukum Indonesia. Sikap tersebut 
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UUPA yang dapat 
menghambat tercapainya kemakmuran rakyat. 
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Karena itu, adanya keharmonisan dan sikap yang saling sinergis antar 
kepentingan nasional dan pengakuan akan hak ulayat tersebut sangatlah 
penting. Bagaimanapun, kepentingan negara harus diletakkan di atas 
kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, sebisa mungkin kepentingan 
























A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintah Lembang (BPMPL) Kabupaten Tana Toraja, Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Toraja, dan beberapa 
lembang/kelurahan serta kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. Lembang 
merupakan nama lain dari desa. Penggunaan kata “lembang” untuk 
menggantikan “desa” menunjukkan bahwa daerah-daerah di Kabupaten Tana 
Toraja masih berpegang teguh pada adat-istiadat setempat. Sehingga 
lembang dapat disebut “desa adat”.   
Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa instansi yang 
bersangkutan berkompeten untuk memberikan informasi berkaitan dengan 
penulisan ini, Selain itu, lembaga adat yang menjadi objek penelitian 
berkedudukan di wilayah lembang/kelurahan serta di wilayah kecamatan. Hal 
ini untuk mengetahui sampai sejauh mana eksistensi lembaga adat, terutama 








B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan 
dengan penelitian. Dalam hal ini para anggota lembaga adat dan 
pemerintah lembang/kelurahan serta pemerintah kecamatan. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari 
dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
C. Jenis Penelitian  
Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan penelitian, 
penulis menggunakan dua teknik penelitian yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan informasi 
yang diperlukan dengan mempelajari, menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang dihimpun dari 
lokasi penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
3. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan 
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 
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penelitian, yaitu para anggota lembaga adat dan pemerintah 
lembang/kelurahan serta pemerintah kecamatan. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian di analisis secara 
kualitatif yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian 
dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja 
Tana Toraja adalah salah satu dari 25 kabupaten/kota di wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Makale. Terbentang mulai dari 
280 km sampai dengan 355 km dari sebelah Utara ibu kota Sulawesi Selatan 
(Makassar). Tepatnya 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, 
dengan luas wilayah tercatat 2.054,3 km2. Kabupaten Tana Toraja 
berbatasan dengan: 
 Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo 
 Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa (Provinsi Sulawesi Barat) 
Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang termasuk 
daerah aliran sungai (DAS) Sungai Saddang yang terdapat di provinsi 
Sulawesi Selatan.  
 
1. Topografi 
Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi 
yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni 
rata-rata kemiringannya diatas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 
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pegunungan 35%, dataran tinggi 20%, dataran rendah 38% dan sungai 20% 
dengan ketinggian yang berkisar antara 300 m s/d 2.800 m diatas permukaan 
laut. 
Bagian terendah adalah daerah kecamatan Bonggakaradeng, 
sedangkan daerah tertinggi kecamatan Rindingallo dengan temperatur suhu 
rata-rata berkisar antara 150 c–180 c dengan kelembapan udara antara 82%-
86%. Curah hujan 1500 mm/th sampai dengan lebih dari 3500 mm/th. 
 
2. Administrasi 
 Secara administratif sejak 26 Desember 2008, Kabupaten Tana Toraja 
telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu 
Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Tana 
Toraja dengan ibu kota Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota 
Rantepao. Pemekaran kabupaten ini terwujud melalui Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai 
pembagian wilayah untuk masing-masing kabupaten.  
 Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten pemekaran, dimana 
kabupaten ini memiliki luas wilayah ±1.216 km2, yang terdiri dari 21 (dua 
puluh satu) kecamatan dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) lembang/desa 
dan 44 (empat puluh empat) kelurahan. Sedangkan wilayah Kabupaten Tana 
Toraja memiliki luas wilayah ±2.054,3 km2, yang terdiri dari 19 (sembilan 
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belas) kecamatan dengan 112 (seratus dua belas) lembang/desa dan 47 
(empat puluh tujuh) kelurahan. 
 Wilayah pemerintahan Tana Toraja pasca pemekaran terdiri dari 19 
(sembilan belas) kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, 
Mappak, Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Sanggalla, Sanggalla Selatan, 
Sanggalla Utara, Makale, Makale Utara, Makale Selatan, Saluputti, Bittuang, 
Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo, Kurra. 
Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng 
merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 
km2 dan 206,76 km2 atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35% 
dari seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja sedangkan kecamatan Makale 
Utara merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 26,08 km2 atau 
1,27% dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja. 
Dalam konteks Nasional kawasan Toraja dan sekitarnya ditetapkan 
sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan sosial 
budaya melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang nasional (RTRWN). 
Dalam kebijakan ini juga ditegaskan bahwa tahapan pengembangan untuk 
Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Toraja dan sekitarnya direncanakan pada 
prioritas I (2010-2014). Adapun institusi pelaksana untuk pengembangannya 




3. Kependudukan  
Mayoritas penduduk terdiri dari etnis Toraja, walaupun ada juga etnis 
lain yang berada didaerah ini karena berbagai alasan baik karena hubungan 
pernikahan, pekerjaan, kegiatan perdagangan dan lain-lain. Populasi etnis 
Toraja sendiri diperkirakan mencapai satu juta jiwa, namun yang bermukim di 
Toraja sendiri hanya sekitar 450.000 jiwa, sedangkan sebagian besar lainnya 
tersebar diseluruh Nusantara maupun belahan dunia lain.  
Adapun tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana Toraja 
adalah 120% dengan tingkat kepadatan penduduk 139 jiwa/km2. 
Penduduk yang mendiami Kabupaten Tana Toraja, sejak dahulu 
memiliki kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dari leluhur mereka 
yang disebut aluk todolo. Tetapi dengan adanya penyebaran agama di Tana 
Toraja, penduduk secara berangsur-angsur menganut agama Kristen 
Protestan, Katolik, dan Islam. Meskipun demikian, masyarakat tetap 
menjunjung tinggi adat-istiadat yang telah diyakini turun-temurun tanpa 
bertentangan dengan agama yang mereka anut. 
 
4. Sejarah dan Kebudayaan  
Dalam catatan sejarah, Kabupaten Tana Toraja dulunya bernama 
Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo (bulat seperti bulan dan terang 
seperti matahari). Sehingga pada saat itu, orang Toraja disebut sebagai to 
untongkonni lili’ na lepongan bulan to unnisungngi gonting na matari’ allo, 
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yang artinya orang yang mendiami wilayah yang bulat dalam cakupan bulan 
dan matahari. Biasa juga disebut to basse lepongan bulan matari’ allo artinya 
orang yang berikrar sebagai suatu persekutuan dalam suatu wilayah yang 
bulat yang dilindungi bulan dan matahari.  
Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo diperintah secara turun-
temurun oleh Puang (bangsawan/raja) yang diberi gelar Palodang 
(berpengetahuan luas). Pendiri sistem pemerintahan pada saat itu (sekitar 
tahun 1257) adalah Puang Tamboro Langi’ (diberi gelar Palodang I) yang 
dianggap sebagai to Manurung (orang yang turun dari langit). Puang 
Tamboro Langi’ menganut sistem pemerintahan aristokratis (kapuangan), 
yang pada mulanya berlaku di daerah yang disebut Tondok Kabusungan 
(daerah yang suci). Daerah tersebut kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) 
daerah yaitu Makale, Sangalla, dan Mengkendek yang terkenal dengan 
sebutan Tallu Lembangna. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang membawa 
suatu sistem religi yang disebut Aluk Sanda Saratu’ yang dikenal pula 
dengan istilah Aluk Todolo (Aluk = kepercayaan, Todolo = Leluhur). Aluk 
bukan hanya keyakinan tapi mencakup pula ajaran, upacara (ritus) dan 
larangan, jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja adakalanya kita berbicara 
aluk tidak mengartikan agama atau keyakinan tetapi mengartikan aturan 
serta tata kebiasaan atau mengartikan upacara atau pemali. 
Sedangkan cucu dari Puang Tamboro Langi’ yaitu Puang Laki 
Padada, terkenal dengan legendanya sebagai orang yang mencari “negeri 
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tanpa kematian” (male undaka’ tang mate). Ia melanglang buana mencari 
hidup yang kekal (tang mate) dari satu negeri ke negeri lain. Dalam daftar 
silsilah Palodang, Puang Laki Padada merupakan tokoh yang yang telah 
berupaya menjalin hubungan kesatuan Sulawesi Selatan dengan 
menyebarnya ketiga anaknya tiga daerah di Sulawesi Selatan yaitu, Patta La 
Merang di Gowa, Patta La Bunga di Luwu, dan Patta La Bentan di Toraja. 
Puang Laki Padada pula yang mengubah nama Tondok Lepongan Bulan, 
Tana Matarik Allo menjadi “Tana Toraja” yang berarti “negeri para raja”. 
Selain pemahaman di atas, asal kata Toraja mempunyai pemahaman 
yang lain, dimana menurut orang Bugis Luwu bahwa Toraja berasal dari kata 
Torajang yang berarti orang dari barat, karena Toraja memang terletak di 
sebelah barat Luwu. Menurut orang Bugis-Sidenreng, Toraja berasal dari 
kata Toriaja, To artinya orang sedangkan Riaja artinya bagian atas 
pegunungan, karena daerah Toraja memang merupakan daerah pegunungan 
yang lebih tinggi dari daerah Luwu dan Sidenreng.43 
Masyarakat Tana Toraja mengenal sistem stratifikasi sosial. Di 
lingkungan masyarakat Tallu Lembangna (Makale, Mengkendek, Sanggalla), 
golongan tertinggi adalah golongan Puang. Pada lingkungan masyarakat 
Toraja bagian barat adalah Ma’dika, sedangkan pada Toraja bagian utara 
golongan tertinggi adalah golongan Tomakaka Matasak yang bergelar Sindo’ 
untuk perempuan dan Siambe’ untuk laki-laki.  
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Ibid, hal 52  
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Sejak dahulu, suku Toraja dalam kehidupannya mengenal 2 (dua) 
jenis upacara yaitu:    
1. Upacara Rambu Tuka’ (rambu artinya asap dan tuka’ artinya naik) 
merupakan upacara yang dilakukan untuk mengungkapkan 
kegembiraan atau rasa syukur. 
2. Upacara Rambu Solo’ (rambu artinya asap dan solo’ artinya turun) 
merupakan upacara yang dilakukan untuk mengungkapkan 
kedukaan atau rasa sedih. 
Kedua upacara tersebut diatas merupakan upacara adat budaya Tana 
Toraja yang dilaksanakan atas pemahaman leluhur (dandanan sangka’) pada 
masa lampau dan hingga kini masih diikuti oleh masyarakat Toraja. Upacara 
tersebut direncanakan dan dilakukan melalui wadah tongkonan itu sendiri, 
yang berfungsi sebagai to urrengnge’ tondok (pemerintah) dan dilakukan 
melalui peran para pemangku adat (To Parenge’).   
Tradisi adat istiadat yang dianut masyarakat sebenarnya merupakan 
kepercayaan dan adat dari nenek moyang masyarakat Toraja dahulu yang 
disebut Aluk Todolo. Sekarang ini, bukan hanya terkait dengan adat tetapi 
juga menyangkut prestise keluarga.  
Pelaksanaan upacara tersebut dapat menjadi simbol kebesaran dan 
kebangsawanan bagi keluarga yang melaksanakan upacara, sehingga 
keluarga akan berusaha melangsungkan upacara secara besar-besaran 
dengan menjalani serangkaian prosesi adat-istiadat. Upacara Rambu Solo’ 
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sendiri dilakukan sebagai penghormatan kepada arwah nenek moyang dan 
sebagai lambang status sosial keluarga dalam masyarakat. Sebagai salah 
satu daerah wisata di Indonesia, hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri 
bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk datang dan 
menyaksikan langsung rangkaian prosesi adat yang dilakukan. 
 
5. Hubungan kekerabatan dan sistem kewarisan masyarakat Toraja 
Masyarakat Tana Toraja memiliki hubungan kekerabatan yang sangat 
erat antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang erat tersebut 
didasarkan pada prinsip yang dianut masyarakat secara turun-temurun yaitu 
“Misa’ Kada dipotuo, pantan kada dipomate” yang dalam bahasa Indonesia 
dapat berarti “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh”. Prinsip tersebut 
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja, yang sangat 
menjunjung tinggi gotong-royong. Hal tersebut juga terlihat antara lain pada 
pelaksanaan upacara adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’, dimana sanak 
saudara, kerabat dan masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan upacara ikut 
terlibat dalam hal persiapan sampai pada berakhirnya upacara tersebut.  
Selain itu, salah satu simbol kekerabatan masyarakat Tana Toraja 
adalah rumah persekutuan (Tongkonan). Suatu tongkonan harus memiliki 
kebun (padang rengko), sawah (uma), dan sumber mata air/sumur (bubun) 
sehingga dapat bermanfaat dan memberikan kehidupan kepada keluarga 
yang mendiaminya dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan 
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pandangan tokoh masyarakat Tana Toraja, Eric Crystal Rante Allo44 
(wawancara Senin, 19 Januari 2015) sebagai berikut: 
“Tongkonan memiliki fungsi sosial dalam masyarakat, dalam arti 
tongkonan tersebut harus dapat memberikan kehidupan bagi 
masyarakat sekitarnya. Tongkonan merupakan tempat untuk 
melaksanakan kegiatan adat-istiadat dalam masyarakat”.  
Adapun pengertian tongkonan menurut pandangan beberapa tokoh 
masyarakat Tana Toraja, sebagai berikut: 
Abdul Rahman Pakadang45 (wawancara Jumat, 16 Januari 2015), 
menyatakan bahwa: 
“tongkonan artinya tempat berkumpul atau bermusyawarah, yang 
berarti bahwa tongkonan merupakan rumah jabatan yang menjadi 
tempat kediaman pemangku adat (To Parenge’) dan keluarganya, 
yang menjadi tempat berkumpul atau bermusyawarah mengenai adat-
istiadat. Tongkonan juga merupakan tempat penyebaran aluk (agama) 
dan tempat menjalankan pemerintahan oleh penguasa terdahulu 
dalam satu/lebih lingkungan adat. 
 
Yurinus Tangkelangi’46 (wawancara Selasa, 20 Januari 2015), 
menyatakan bahwa: 
“tongkonan berasal dari kata Ma’tongkonan yang berarti berkumpul. 
Tongkonan adalah suatu wadah dimana keluarga tongkonan 
berkumpul untuk bermusyawarah dalam mencapai kesepakatan 
bersama. Tongkonan menjadi tempat berkumpul semua rumpun 
keluarga dalam rangka penyelesaian masalah.  
 
H. M. Andilolo47 (wawancara Minggu, 11 Januari 2015) menyatakan 
bahwa:  
                                                          
44
Camat Makale Utara dan Hakim adat Kecamatan Makale 
45
Anggota Badan Perwakilan Lembang Gasing  
46
Hakim Adat Kecamatan Sangalla  
47
Hakim Adat Kecamatan Mengkendek  
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“tongkonan adalah rumah persekutuan bagi beberapa rumpun keluarga 
yang berasal dari leluhur yang sama, dimana rumah tersebut dimiliki 
bersama-sama secara turun temurun yang menjadi tempat 
berkumpulnya rumpun keluarga dari tongkonan tersebut”.  
 
Tongkonan mempunyai beberapa fungsi, yaitu48: 
1. Sebagai lambang kebesaran dan tempat sumber kekuasaan dan 
peraturan pemerintahan adat. 
2. Sebagai istana atau tempat tinggal. 
3. Sebagai tempat menyimpan dan membina warisan keluarga, baik 
warisan berupa hak dan kekuasaan maupun warisan berupa harta 
pusaka. 
4. Sebagai tempat duduk bermusyawarah dan menyelesaikan 
persoalan keluarga dan masyarakat. 
5. Sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk mendengarkan 
perintah dari pemangku adat di tongkonan tersebut. 
6. Sebagai pusat tempat melaksanakan setiap kegiatan adat atau 
upacara adat baik rambu solo’ maupun rambu tuka’ oleh keluarga 
dari tongkonan tersebut.  
7. Sebagai tempat menuturkan silsilah keluarga dari tongkonan 
tersebut.  
8. Sebagai lambang persatuan dan pusat pembinaan keutuhan 
keluarga dari tongkonan tersebut. 
 
Hal tersebut sejalan dengan pandangan tokoh masyarakat, Daud 
Saranga’49 (wawancara Kamis, 22 Januari 2015) yang menyatakan bahwa: 
“tongkonan berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan rumpun 
keluarga yang besar, dimana segala perencanaan kegiatan 
kekeluargaan dilakukan di tongkonan, dan tongkonan juga merupakan 
perekat hubungan kekerabatan”.  
 
Keluarga atau keturunan dari tongkonan-tongkonan tersebut di atas 
disebut Rapu. Maksud dari keterangan diatas adalah orang-orang yang 
berhak atas tongkonan adalah keluarga atau keturunannya atau bisa disebut 
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 Yonna Pongpabia, op.cit, hal 57 
49
Hakim Adat Kecamatan Rembon  
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dengan ahli waris. Setiap rapu dari tongkonan mempunyai kewajiban untuk 
tetap mengabdi kepada tongkonannya, baik tongkonan dari pihak ibu 
maupun tongkonan dari pihak ayah.50 
Pengabdian orang Toraja ini terhadap tongkonannya diwujudkan 
dalam bentuk tetap turut Mangngiu’ artinya tetap memberikan bantuan dan 
sumbangan sesuai dengan kemampuannya guna memelihara dan 
memperbaiki atau membangun kembali tongkonan. Kesadaran sikap 
pengabdian orang Toraja pada tongkonan dalam bentuk adat mangngiu’ ini, 
dianggap oleh masyarakat suatu keharusan. Barang siapa yang melalaikan 
adat mangngiu’ ini, berarti orang tersebut telah menyangkali dan melalaikan 
orang tua serta leluhurnya. Sehingga bisa saja hak warisnya dalam segala 
bentuk menjadi hilang karena dianggap tidak peduli kepada orang tua dan 
leluhurnya serta perbuatan ini dianggap perbuatan tercela.51 
Ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia, yaitu 
sistem kekerabatan parental (garis keturunan ayah dan ibu), matrilineal (garis 
keturunan ibu), dan patrilineal (garis keturunan ayah). Masyarakat Toraja 
sendiri menganut sistem kekerabatan parental yang menganut garis 
keturunan dari pihak ayah dan ibu, sehingga dalam sistem ini kedudukan 
anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan adalah sama dan 
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sederajat. Anak laki-laki maupun anak perempuan, mempunyai hak yang 
sama sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya. 
Dalam hal kewarisan, Indonesia menganut 3 sistem kewarisan yaitu 
sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat. Ketiga sistem tersebut 
mempunyai ciri dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya.  
Dalam sistem kewarisan individual, setiap ahli waris mendapatkan 
pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut 
bagiannya masing-masing. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan porsi 
harta yang akan diwariskan, tetapi terkadang dibedakan wujud harta yang 
diberikan. 
Dalam sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan diteruskan dan 
dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan 
yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Hal ini dikarenakan 
sifat benda, keadaan benda, dan kegunaannya yang tidak dapat dibagi-bagi. 
Misalnya, alat perlengkapan adat, jabatan adat, gelar adat, atau tanah 
sebagai harta pusaka tinggi. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, 
menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut. 
Harta tetap dalam keadaan utuh, sehingga tetap menyatukan keluarga yang 
bersangkutan. 
Adapun dalam sistem kewarisan mayorat, harta peninggalan 
diwariskan seluruhnya atau sebagian besar kepada seorang anak saja. Pada 
sistem mayorat laki-laki hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua saja, 
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sedangkan pada sistem mayorat perempuan hanya diwariskan kepada anak 
perempuan tertua saja. Pada sistem mayorat laki-laki, bila ternyata anak 
lelaki pertama memiliki sifat boros, maka hanya diberikan harta sebagian 
saja, dan sebagian lagi diberikan untuk saudaranya yang lain. 
Masyarakat Toraja menganut sistem kewarisan individual dan kolektif. 
Sistem kewarisan kolektif dalam hal ini berlaku bagi harta pusaka tinggi, 
dimana harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya 
karena merupakan pusaka dari para leluhur yang dijaga keutuhannya demi 
kehormatan dan martabat keluarga. Tongkonan dan tanah tongkonan 
merupakan contoh harta pusaka tinggi yang pemanfaatannya diatur oleh 
pemangku adat (To Parenge’) dari tongkonan tersebut. Contoh 
pemanfaatannya untuk pelaksanaan upacara Rambu Tuka’ dan Rambu 
Solo’. Sedangkan sistem kewarisan individual berlaku pada harta pusaka 
rendah, yang merupakan harta yang berasal dari hasil mata pencaharian 
ayah dan ibu. Emas dan sawah yang dimiliki orang tua merupakan contoh 
harta pusaka rendah yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya 
sesuai hak dan kepentingan ahli warisnya. Pembagian harta warisan 
dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan tujuan para ahli waris dapat 
memanfaatkan harta yang diberikan untuk kesejahteraannya dengan tetap 




B. Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Wilayah Lembang Di 
Kabupaten Tana Toraja     
Tana Toraja merupakan salah satu daerah dimana masyarakatnya 
masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan adat-istiadat. Hukum adat 
menjadi pedoman yang diyakini dan dianut oleh masyarakat dalam 
kehidupannya sehari-hari. Demikian pula halnya dalam menyelesaikan suatu 
masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah 
tersebut secara kekeluargaan sehingga masalah dapat diselesaikan secara 
damai. Musyawarah dilakukan baik terbatas dalam lingkungan keluarga 
sendiri atau bila dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah 
perdamaian adat yang disaksikan oleh suatu lembaga adat. Hal ini karena 
sengketa biasanya masih terjadi dalam satu rumpun keluarga (sangrapuan), 
sehingga diupayakan kesepakatan yang berakhir secara damai agar 
hubungan kekeluargaan tetap rukun dan utuh.  
Lembaga adat di Tana Toraja memiliki fungsi yang sangat penting 
dalam hal pengaturan dan pelestarian adat-istiadat, juga dalam membangun 
koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat L. R. 
Tangko52 (wawancara Rabu, 14 Januari 2015) yang menyatakan: 
“ada koordinasi antara pemerintah dengan lembaga adat, dimana 
pemerintah memberikan kepercayaan kepada lembaga adat untuk 
membantu menyelesaikan persoalan adat-istiadat yang dihadapi 
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masyarakat, baik itu di tingkat lembang/kelurahan maupun di tingkat 
kecamatan”.  
 
Lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan, tumbuh dan 
berkembang sebagai bagian dari masyarakat. Namun, ada pula yang sengaja 
dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat kecamatan yang kemudian 
dilanjutkan dengan pembentukan di tingkat lembang/kelurahan.  
Lembaga adat terdiri dari pemangku adat (To Parenge’), hakim adat, 
dan tokoh-tokoh masyarakat yang saling berkoordinasi dan membangun 
kerjasama dalam menjalankan fungsinya.  
Pemangku adat (To Parenge’) merupakan jabatan adat yang diwarisi 
secara turun-temurun dalam sebuah rumpun keluarga tongkonan. Pemangku 
adat (To Parenge’) berkedudukan di setiap tongkonan, sebagai orang yang 
dituakan dalam tongkonan yang bersangkutan dan ditunjuk oleh pihak 
keluarga untuk mengurus serta menjaga harta pusaka keluarga, baik banua 
tongkonan  itu sendiri maupun harta pusaka lainnya agar tetap utuh dan tidak 
terbagi-bagi sehingga dapat terus menyatukan seluruh rumpun keluarga.           
Adapun hakim adat, sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur 
dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan 
hukum adat yang berlaku baik menyangkut persoalan perdata maupun 
persoalan lainnya. Pembentukan hakim adat merupakan kebijakan Bupati 
Tana Toraja yang selanjutnya ditangani oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Lembang (selanjutnya disingkat BPMPL). 
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Dalam hal pemilihan hakim adat, Bupati Kabupaten Tana Toraja melalui 
BPMPL memberikan instruksi kepada pemerintah kecamatan serta 
pemerintah lembang/kelurahan untuk merekomendasikan tokoh-tokoh 
masyarakat yang dianggap berpotensi untuk diangkat menjadi hakim adat 
baik tingkat lembang/kelurahan maupun tingkat kecamatan. Adapun kriteria 
hakim adat ini adalah tokoh yang aktif berperan dalam masyarakat, memiliki 
integritas dan pengetahuan luas mengenai adat-istiadat, serta memiliki 
kecakapan dalam hal menganalisa suatu permasalahan. Selanjutnya, para 
tokoh masyarakat yang telah direkomendasikan oleh pemerintah kecamatan 
dan lembang/kelurahan, disampaikan kepada BPMPL dan diteruskan kepada 
Bupati Kabupaten Tana Toraja untuk dipertimbangkan dan diangkat secara 
resmi menjadi hakim adat melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati 
Kabupaten Tana Toraja. Pembentukan ini dilakukan dalam rangka 
pemberdayaan dan peningkatan peran serta hakim adat di tingkat kecamatan 
dan lembang/kelurahan dalam memfasilitasi dan menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi masyarakat demi terciptanya ketertiban dan 
kedamaian. 
Hakim adat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana 
Toraja Nomor: 182/VII/2012 tentang Penetapan Hakim Adat Pendamai 
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Lembang Kabupaten Tana Toraja 
Tahun Anggaran 2012. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dengan 
berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: 
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1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai 
Sosial Budaya Masyarakat; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Pemerintah Lembang; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Lembaga Kemasyarakatan; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 
Dalam surat keputusan tersebut, dicantumkan bahwa dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya, hakim adat pendamai bertanggung jawab kepada 
Bupati Tana Toraja dan wajib memberikan laporan kepada pemerintah 
kecamatan dan lembang/kelurahan tempat bertugas melalui Camat dan 
Kepala Lembang/Lurah. Hakim adat di tingkat kecamatan dan 
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lembang/kelurahan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai 
berikut: 
1. Hakim adat pendamai tingkat kecamatan: 
a. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat; 
b. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Lembang/Lurah dan 
stakeholder dalam penyelesaian masalah; 
c. Melakukan mediasi atau pendamaian permasalahan yang tidak 
terselesaikan di tingkat lembang/kelurahan; 
d. Melestarikan hukum adat-istiadat dalam wilayah kecamatan. 
2. Hakim adat pendamai tingkat lembang/kelurahan: 
a. Menjadi tauladan/panutan dalam masyarakat; 
b. Melakukan koordinasi dengan kepala lembang/lurah dalam 
penyelesaian masalah; 
c. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat; 
d. Melakukan mediasi atau pendamaian secara adat-istiadat 
setempat; 
e. Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan masyarakat; 
f. Menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
g. Melestarikan hukum adat-istiadat dalam masyarakat; 
h. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di lembang/kelurahan 
dalam penyelesaian masalah. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Toraja tersebut, 
terdapat 95 (sembilan puluh lima) hakim adat tingkat kecamatan yang terbagi 
dalam 19 (sembilan belas) kecamatan, dimana setiap kecamatan masing-
masing memiliki 5 (lima) hakim adat tingkat kecamatan.  
Adapun jumlah hakim adat tingkat lembang adalah 336 (tiga ratus tiga 
puluh enam) orang yang terbagi dalam 112 (seratus dua belas) lembang dan 
jumlah hakim adat tingkat kelurahan adalah 141 (seratus empat puluh satu) 
orang yang terbagi dalam 47 (empat puluh tujuh) kelurahan, dimana setiap 
lembang/kelurahan masing-masing memiliki 3 (tiga) hakim adat. Sehingga, 
total hakim adat di Kabupaten Tana Toraja adalah 572 (lima ratus tujuh puluh 
dua) orang yang tidak dapat merangkap jabatan hakim adat tingkat 
kecamatan dan lembang/kelurahan sekaligus. Hakim-hakim adat tersebut 
terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.  
Sebagai lembaga adat bentukan pemerintah, hakim adat memiliki 
hubungan dengan pemerintah kecamatan maupun lembang/kelurahan dalam 
struktur pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja. Hubungan tersebut bersifat 
kemitraan, konsultasi dan koordinasi53. Kemitraan dalam hal ini berarti bahwa 
dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, hakim adat senantiasa menjalin 
kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan lembang/kelurahan baik 
dalam hal penerimaan laporan sengketa dari masyarakat maupun dalam 
                                                          
53




proses penyelesaian sengketa. Hakim adat juga senantiasa menjalin 
koordinasi serta berkonsultasi untuk meminta saran dan pendapat dari 
pemerintah kecamatan serta lembang/kelurahan terkait sengketa yang 
dihadapi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan, sehingga 
keputusan yang diambil dapat mencapai keadilan bagi para pihak. 
Komunikasi dan koordinasi yang baik juga dilakukan agar tetap terpelihara 
hubungan yang harmonis antara pemerintah dan hakim adat. 
Adapun kedudukan hakim adat baik tingkat kecamatan maupun 
lembang/kelurahan dalam struktur pemerintahan dapat dilihat pada gambar 



































Pada gambar tersebut, berdasarkan arah tanda panah (  ) terlihat 
bahwa Bupati Kabupaten Tana Toraja memiliki kedudukan tertinggi dalam 
struktur pemerintahan, yang dalam hal ini membawahi BPMPL sebagai 
perangkat daerah tingkat kabupaten, Camat sebagai pemerintah kecamatan, 
















BPMPL sebagai pemerintah kabupaten, membidangi hal-hal terkait 
pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya mengenai hakim adat, baik 
dalam hal pembentukannya maupun dalam hal penerimaan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh hakim adat yang selanjutnya 
akan disampaikan kepada Bupati Tana Toraja. Dengan demikian, BPMPL 
secara struktural membawahi hakim adat tingkat kecamatan dan 
lembang/kelurahan. Sedangkan dalam lingkup kecamatan, Camat sebagai 
pejabat tertinggi kecamatan, membawahi semua perangkat-perangkat 
kecamatan termasuk hakim adat kecamatan, sehingga dalam menjalankan 
fungsinya hakim adat wajib diketahui dan disetujui oleh Camat setempat. 
Demikian pula halnya dalam lingkup lembang/kelurahan, hakim adat dalam 
menjalankan fungsinya wajib diketahui dan disetujui oleh Kepala 
Lembang/Lurah. Selanjutnya, arah panah dengan garis putus-putus               
(    ) menunjukkan hakim adat dan BPMPL dalam menjalankan fungsinya 
bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan arah 
panah dengan garis putus-putus panjang dan pendek (         ) menunjukkan 
bahwa hakim adat dalam menjalankan fungsinya wajib menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kecamatan dan 
lembang/kelurahan setempat.  
Keberadaan lembaga adat diakui eksistensinya oleh masyarakat. Hal 
itu terlihat dari banyaknya laporan masyarakat kepada lembaga adat, yang 
disampaikan melalui pemerintah lembang/kelurahan setempat. Selanjutnya, 
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laporan-laporan tersebut akan diteruskan pula pada pemerintah kecamatan 
dan pemerintah kabupaten, dalam hal ini BPMPL. BPMPL inilah yang 
bertugas menerima semua laporan sengketa masyarakat yang ditangani oleh 
lembaga adat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Tana Toraja.   
Adapun hasil penelitian penulis yang menunjukkan kasus-kasus yang 
yang ditangani lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014, 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1 
Kasus-kasus yang Ditangani Lembaga Adat di Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2014 
 
Kecamatan Banyak kasus yang ditangani lembaga adat 
Makale 18  
Saluputti 2 
Bittuang 6  
Bonggakaradeng Belum ada laporan 
Simbuang 13  
Rantetayo - 
Mengkendek 1  
Sangalla 2  
Gandang Batu Sillanan 1 
Rembon 4  
Makale Utara 4  
Makale Selatan - 
Sangalla Selatan Belum ada laporan 
Sangalla Utara Belum ada laporan 
Malimbong Balepe’ 2  
Mappak 6  
Kurra 2  
Masanda Belum ada laporan 
Rano 1  
Jumlah 62  




Pada tabel terlihat bahwa sebanyak 62 (enam puluh dua) kasus 
ditangani oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja selama tahun 2014. 
Dari 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan 
Makale adalah kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak yang ditangani 
oleh lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) dengan jumlah 18 (delapan 
belas) kasus, dimana 15 (lima belas) kasus diselesaikan oleh hakim adat 
tingkat lembang/kelurahan dan 3 (tiga) kasus oleh hakim adat tingkat 
kecamatan. Disusul oleh Kecamatan Simbuang dengan 13 (tiga belas) kasus, 
lalu Kecamatan Bittuang dan Mappak dengan 6 (enam) kasus. Sengketa 
yang ditangani pada kecamatan tersebut didominasi oleh sengketa mengenai 
tanah kebun/sawah termasuk sengketa tanah tongkonan. Sedangkan terlihat 
pada Kecamatan Rantetayo, dan Kecamatan Makale Selatan dilaporkan 
bahwa tidak ada kasus yang terjadi pada tahun 2014. Adapun pada 
Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan 
Sangalla Selatan, dan Kecamatan Masanda terlihat belum ada laporan 
mengenai ada/tidaknya kasus yang terjadi disana, antara lain disebabkan 
karena daerah tersebut merupakan daerah pelosok sehingga terkendala 
jarak untuk menyampaikan laporan pada pemerintah kabupaten. 
Kelanjutan dari tabel di atas, tabel di bawah ini merupakan hasil 
penelitian penulis yang menunjukkan kasus-kasus yang diselesaikan oleh 
lembaga adat, baik di tingkat lembang/kelurahan maupun tingkat kecamatan 




Kasus yang Diselesaikan Lembaga Adat di Tingkat Lembang/Kelurahan 
dan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 
 
Kecamatan Kasus yang selesai di tingkat Polisi Pengadilan Lembang/Kelurahan Kecamatan 
Makale 15  3  - - 
Saluputti 2  - - - 
Bittuang 6  - - - 
Bonggakaradeng Belum ada laporan 
Simbuang 11  2  - - 
Rantetayo - -   
Mengkendek 1  - - - 
Sangalla 2  - - - 
Gandang Batu 
Sillanan 1  - - - 
Rembon 1  2  1  - 
Makale Utara 3  - - 1  
Makale Selatan - -   
Sangalla Selatan Belum ada laporan 
Sangalla Utara Belum ada laporan 
Malimbong 
Balepe’ 
2  - - - 
Mappak 6  - - - 
Kurra 2  - - - 
Masanda Belum ada laporan 
Rano 1  - - - 
Jumlah 53  7  1  1  
Sumber: data sekunder yang diperoleh dari BPMPL tahun 2014 
  
 
Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar kasus-kasus yang 
ditangani oleh lembaga adat, dapat diselesaikan pada tingkat 
lembang/kelurahan, yang berarti bahwa keputusan yang diambil oleh 
lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) dapat diterima oleh kedua belah 
pihak yang bersengketa. Beberapa kasus berlanjut ke tingkat kecamatan, 
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yang kemudian diselesaikan oleh lembaga adat tingkat kecamatan. Namun, 
terlihat pula bahwa salah satu kasus (dalam hal ini kasus pidana) yang terjadi 
di Kecamatan Rembon, dilanjutkan ke tahap kepolisian karena kedua belah 
pihak tidak menerima keputusan dari hakim adat tingkat kecamatan untuk 
berdamai. Selanjutnya, di Kecamatan Makale Utara, salah satu kasus (dalam 
hal ini sengketa tanah) berlanjut pada tahap pengadilan disebabkan tidak 
tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak. 
Data di atas menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat dalam 
membantu menyelesaikan persoalan masyarakat menurut hukum adat, 
berfungsi dengan baik, dimana sebagian besar sengketa yang terjadi dapat 
diselesaikan oleh lembaga adat baik pada tingkat lembang/kelurahan 
maupun pada tingkat kecamatan. Hal ini berarti bahwa upaya penyelesaian 
yang ditempuh lembaga adat dilakukan untuk tetap mempertahankan sifat 
religious-magis (berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib dan 
didasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa) dari hukum adat, yang 
meyakini bahwa terjadinya suatu masalah dapat merusak keseimbangan dan 
keharmonisan pranata hidup dalam masyarakat, sehingga masalah tersebut 
harus segera diselesaikan dan pemberian sanksi adat kepada pihak yang 
bersalah merupakan upaya untuk menyeimbangkan dan mengembalikan 
keharmonisan yang terganggu.  
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Selain data di atas, berfungsinya lembaga adat dengan baik juga 
diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Tato’ Dena’54  (wawancara Selasa, 13 
Januari 2015) sebagai berikut: 
“lembaga adat berfungsi dengan baik dalam membantu menyelesaikan 
sengketa adat-istiadat dalam masyarakat di tingkat lembang/kelurahan 
maupun di tingkat kecamatan. Masyarakat mengutamakan 
penyelesaian sengketa secara adat untuk mencapai kesepakatan 
antara para pihak menurut pandangan lembaga adat sesuai hukum 
adat yang berlaku”.  
 
Beberapa pendapat diungkapkan pula oleh para tokoh masyarakat 
terkait eksistensi dan fungsi lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja, 
sebagai berikut:  
Ada’ Marinus55 (wawancara Sabtu, 10 Januari 2015), menyatakan 
bahwa: 
“Lembaga adat berfungsi membantu pemerintah menyelesaikan 
sengketa adat dalam masyarakat, serta membantu mempertahankan 
dan melestarikan nilai-nilai serta ketentuan adat-istiadat yang telah 
menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakat dalam wilayah adat 
yang bersangkutan”.  
 
Dominggus Battung56 (wawancara Senin, 12 Januari 2015), 
menyatakan bahwa: 
“Lembaga adat menjalankan fungsinya sebagai pelaku/pelaksana ritual 
adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, serta untuk mengadili 
dan memutuskan sengketa adat dalam suatu wilayah adat”. 
                                                          
54
 Hakim Adat Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara 
55
Pemangku Adat (To Parenge’) Tongkonan Lempangan di Lembang Saluallo, Kecamatan 
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Dalam rangka menjalankan fungsinya, lembaga adat tidak terlepas 
dari peran pemerintah setempat yaitu pemerintah lembang/kelurahan serta 
pemerintah kecamatan yang mendukung serta memfasilitasi 
terselenggaranya fungsi lembaga adat tersebut. Sebagai contoh, dalam hal 
musyawarah untuk penyelesaian sengketa adat di tingkat 
lembang/kelurahan, pemerintah lembang/kelurahan memfasilitasi 
terselenggaranya musyawarah tersebut dimulai dengan menerima laporan 
dari masyarakat, pemberitahuan laporan tersebut kepada para anggota 
lembaga adat, mengatur jadwal pelaksanaan musyawarah, sampai pada 
mengatur agenda musyawarah tersebut. Selain itu, pemerintah 
lembang/kelurahan memberikan fasilitas berupa kantor lembang/kelurahan 
sebagai tempat pelaksanaan musyawarah tersebut. Demikian pula halnya 
yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, apabila sengketa berlanjut pada 
penyelesaian oleh lembaga adat di tingkat kecamatan. Hal tersebut yang 
diungkapkan oleh beberapa pemerintah lembang/kelurahan dan kecamatan 
sebagai berikut: 
Y.M. Tandipayuk57 (wawancara Rabu, 14 Januari 2015) menyatakan 
bahwa: 
“pemerintah lembang turut memfasilitasi lembaga adat dalam 
pelaksanaan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa adat dalam 
masyarakat, salah satunya dengan menyediakan tempat (dalam hal ini 
kantor lembang) untuk melaksanakan musyawarah tersebut”. 
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Demikian pula halnya bagi pemerintah kelurahan, seperti yang 
diungkapkan oleh Oktophianus Talebong58 (wawancara 20 Januari 2015) 
yang menyatakan: 
“dalam hal lembaga adat melaksanakan musyawarah untuk 
menyelesaikan sengketa adat dalam masyarakat, pemerintah 
kelurahan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah tersebut, yaitu 
dengan mengatur jadwal pelaksanaan musyawarah, pemberitahuan 
kepada pihak yang bersangkutan, serta menyediakan tempat untuk 
pelaksanaan musyawarah tersebut”. 
 
Sedangkan bagi sengketa yang telah diselesaikan pada tingkat 
lembang/kelurahan, namun keputusan yang diambil oleh lembaga adat tidak 
dapat diterima oleh salah satu dan/atau kedua belah pihak, maka sengketa 
tersebut diserahkan kepada lembaga adat tingkat kecamatan untuk 
diselesaikan. Peran pemerintah kecamatan juga sangat penting dalam hal ini, 
seperti yang diungkapkan oleh Lumanton Battung59 (wawancara Rabu, 14 
Januari 2015) sebagai berikut: 
“sengketa yang tidak mencapai kesepakatan para pihak di tingkat 
lembang/kelurahan dilanjutkan di tingkat kecamatan, untuk 
diselesaikan oleh lembaga adat tingkat kecamatan. Sama halnya 
dengan pemerintah lembang/kelurahan, pemerintah kecamatan juga 
memfasilitasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di tingkat 
kecamatan”. 
 
Demikian pula halnya yang diungkapkan oleh Welem Balalembang60 
(wawancara Rabu, 21 Januari 2015) yang menyatakan bahwa: 
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“lembaga adat tingkat kecamatan menindaklanjuti sengketa yang 
ditangani oleh lembaga adat lembang/kelurahan apabila para pihak 
tidak menerima keputusan lembaga adat lembang/kelurahan. 
Selanjutnya, pemerintah kecamatan yang memfasilitasi penyelesaian 
sengketa oleh lembaga adat di tingkat kecamatan”. 
   
Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya baik di tingkat 
lembang/kelurahan maupun tingkat kecamatan, selalu berjalan beriringan 
dengan pemerintah setempat. Dalam hal pengambilan kebijakan, pemerintah 
selalu meminta saran dan masukan dari lembaga adat setempat agar 
kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan adat-istiadat yang 
dianut masyarakat. Selain itu, lembaga adat dianggap mewakili aspirasi dari 
masyarakat adat setempat, sehingga pemerintah seringkali melibatkan 
lembaga adat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, misalnya dalam 
kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang 
membicarakan program-program kerja yang yang akan dilaksanakan oleh 
pemerintah lembang setempat. Pemerintah juga terus memberikan motivasi 
dan pembinaan kepada lembaga adat melalui kunjungan-kunjungan yang 
dilakukan pemerintah kabupaten dan kecamatan ke daerah 
lembang/kelurahan sekaligus untuk memantau perkembangan dari 
lembang/kelurahan yang bersangkutan, baik dari segi infrastruktur maupun 
perekonomian. 
Dengan demikian, keberadaan lembaga adat dalam wilayah lembang/ 
kelurahan di Kabupaten Tana Toraja diakui eksistensinya karena 
keberhasilan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam 
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masyarakat. Adapun tugas serta fungsi lembaga adat dalam wilayah 
lembang/kelurahan dan wilayah kecamatan adalah membantu Pemerintah 
Lembang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat, 
sekaligus memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal 
yang menyangkut harta kekayaan masyarakat. Lembaga adat juga 
memperkaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila dan agama, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan 
ketentuan-ketentuan adat istiadat/kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. 
Tugas dan fungsi tersebut berjalan dengan baik, dan tentu saja tidak terlepas 
dari dukungan dan kepercayaan masyarakat, serta peran pemerintah 
setempat baik tingkat lembang/kelurahan maupun tingkat kecamatan yang 
memfasilitasi serta selalu memberikan arahan demi kelancaran tugas dan 
fungsi lembaga adat. 
 
C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan oleh 
Lembaga Adat di Kabupaten Tana Toraja 
Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat 
adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun 
mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. 
Tanah juga dapat menjadi alat pemersatu keluarga sekaligus menjadi tempat 
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mencari nafkah bersama-sama. Bahkan, tanah dapat menjadi lambang 
prestise dan kedudukan sosial suatu keluarga dalam masyarakat. Demikian 
pula halnya tanah tongkonan di Kabupaten Tana Toraja, yang dapat menjadi 
simbol kebangsawanan dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat.  
Mengingat arti pentingnya tersebut, masyarakat Tana Toraja tetap 
mempertahankan eksistensi dan status tanah tongkonan sebagai milik 
bersama, sehingga tetap terjalin hubungan kekerabatan yang erat sebagai 
rumpun keluarga tongkonan.  
Namun, terkadang kepemilikan bersama tanah tongkonan dapat 
menimbulkan sengketa, baik yang terjadi dalam rumpun keluarga tongkonan 
itu sendiri maupun yang terjadi dengan pihak di luar tongkonan. Penyebab 
terjadinya sengketa tersebut beraneka ragam antara lain salah satu anggota 
keluarga yang ingin memiliki tanah tongkonan secara pribadi, sengketa 
mengenai hasil panen sawah (uma) tongkonan, adanya pihak luar yang 
mengklaim tanah tongkonan sebagai tanah miliknya, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BPMPL, selama tahun 
2014, ada beberapa sengketa tanah tongkonan yang terjadi di Kabupaten 








Sengketa Tanah Tongkonan yang Ditangani Lembaga Adat di Kabupaten  






Penyelesaian Adat (Selesai di Tingkat) 
Lembang/Kelurahan Kecamatan 
Makale 3  3  - 
Mengkendek 1  1  - 
Sangalla 1  1  - 
Rembon 1  1  - 
Makale Utara 1  1  - 
Jumlah 7  7  - 
Sumber: data sekunder yang diperoleh dari BPMPL dan diolah tahun 2015 
 
 
Pada tabel terlihat bahwa selama tahun 2014, kasus-kasus mengenai 
sengketa tanah tongkonan terjadi di terdapat 5 (lima) kecamatan (dari 
sembilan belas kecamatan) di Kabupaten Tana Toraja. Terlihat bahwa 
Kecamatan Makale merupakan kecamatan dengan jumlah sengketa tanah 
tongkonan terbanyak pada tahun 2014. Adapun Kecamatan Mengkendek, 
Kecamatan Sangalla, Kecamatan Rembon, dan Kecamatan Makale Utara 
masing-masing memiliki 1 (satu) sengketa tanah tongkonan. Mengenai 
penyelesaian sengketa tersebut, semua sengketa selesai pada penyelesaian 
adat tingkat lembang/kelurahan sehingga tidak berlanjut ke tingkat 
kecamatan.  
Dalam hal penyelesaian sengketa tanah tongkonan, biasanya diawali 
dengan pembicaraan dalam ruang lingkup keluarga yang bersangkutan, 
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namun apabila tidak menemui kesepakatan, maka penyelesaiannya dapat  
ditangani oleh lembaga adat setempat. 
Prosedur penyelesaian sengketa tanah tongkonan oleh lembaga adat 
diawali dengan adanya laporan oleh salah satu pihak yang bersengketa. 
Laporan tersebut mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, kronologi 
terjadinya sengketa beserta para pihak yang terlibat di dalamnya (pelapor 
dan terlapor). Laporan disampaikan melalui pemerintah lembang/kelurahan 
setempat. Selanjutnya, Pemerintah lembang/kelurahan menindaklanjuti 
laporan tersebut dengan menyampaikan perihal sengketa kepada lembaga 
adat setempat. Kemudian, pemerintah lembang/kelurahan mengatur jadwal 
untuk pelaksanaan musyawarah dalam rangka membicarakan dan 
menyelesaikan sengketa dan memberitahukan jadwal yang telah ditentukan 
kepada para pihak yang bersangkutan, sekaligus mengundang lembaga adat 
yang terdiri dari hakim adat dan para tokoh masyarakat.  
Dalam pelaksanaan musyawarah, kedua belah pihak diberikan 
kesempatan untuk mendeskripsikan tanah tongkonan yang menjadi objek 
sengketa serta menyampaikan pandangan dan pendapatnya terkait tanah 
tersebut. Dalam musyawarah tersebut dihadirkan pula saksi-saksi baik dari 
pihak pelapor maupun pihak terlapor yang mengetahui dengan jelas perihal 
objek sengketa termasuk asal-usul tanah tongkonan yang bersangkutan, 
dimana para saksi diutamakan pihak yang berbatasan langsung dengan 
tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, diberikan pula kesempatan 
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kepada para pihak untuk menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa peta lokasi, 
daftar silsilah tongkonan, maupun bukti-bukti lain yang dapat mendukung 
argumentasi dari para pihak. Dalam hal ini, lembaga adat mendengar dan 
menampung keterangan-keterangan dari kedua belah pihak serta keterangan 
para saksi dan bukti-bukti yang dilampirkan.  
Setelah pelaksanaan musyawarah, selanjutnya adalah pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) 
dengan cara mempertimbangkan keterangan dari para pihak yang 
bersengketa dan para saksi serta bukti-bukti lainnya serta semua masukan 
dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemerintah setempat. 
Menurut Van Vollen Hoven, bahwa tidak semua adat yang ada dalam 
masyarakat itu disebut hukum adat. Suatu adat baru dikatakan sebagai 
hukum adat bilamana adat itu mempunyai sanksi61. Demikian pula halnya 
dengan pengenaan sanksi adat oleh lembaga adat kepada pihak yang 
dianggap telah melakukan kesalahan atau menyampaikan hal yang tidak 
benar terkait dengan sengketa yang dihadapi. Adapun sanksi adat yang 
biasa dikenakan adalah kewajiban memotong babi (ma’gere’ bai).  
Keputusan lembaga adat di tingkat lembang/kelurahan, apabila dapat 
diterima oleh kedua belah pihak, maka sengketa dianggap telah selesai di 
tingkat lembang/kelurahan untuk selanjutnya dilaksanakan keputusan 
                                                          
61
http://eprints.undip.ac.id/17938/1/Tias_Vidawati.pdf diakses pada Kamis, 12 Februari 
2015 pukul 20.00 WITA 
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tersebut oleh para pihak. Namun, apabila salah satu atau kedua belah pihak 
tidak menerima keputusan tersebut, maka pemerintah lembang/kelurahan 
memberikan surat rekomendasi kepada para pihak untuk melanjutkan 
sengketa tersebut ke tahap penyelesaian adat di tingkat kecamatan, yang 
ditangani oleh lembaga adat tingkat kecamatan.  
Adapun prosedur yang ditempuh para pihak untuk penyelesaian adat 
di tingkat kecamatan, sama halnya dengan prosedur penyelesaian di tingkat 
lembang/kelurahan. Demikian pula, apabila keputusan yang diambil di tingkat 
kecamatan juga belum diterima oleh salah satu/kedua belah pihak yang 
bersengketa, maka pemerintah kecamatan memberikan surat rekomendasi 
agar para pihak dapat melanjutkan sengketa tersebut ke tahap pengadilan 
(jalur litigasi). Adapun yang terjadi selama ini adalah sebagian besar 
sengketa, khususnya sengketa tanah tongkonan dapat diselesaikan oleh 
lembaga adat di tingkat lembang/kelurahan dan tingkat kecamatan. 
Secara singkat prosedur penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di 










Prosedur Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat di Kabupaten 




















Laporan pihak bersengketa 





menerima laporan tersebut 
untuk disampaikan pada 
















adat kepada para 
pihak yang 
bersengketa  
Pelaksanaan keputusan (apabila 
keputusan diterima para pihak) 
Sengketa berlanjut ke tingkat 
kecamatan dengan prosedur yang 
sama (apabila keputusan tidak 
dapat diterima para pihak) 
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Berikut ini adalah contoh sengketa tanah tongkonan yang diselesaikan 
oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014: 
1. Sengketa Tanah Tongkonan Sarapeang 
Sengketa tanah tongkonan Sarapeang berlokasi di Lembang 
Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Sengketa tersebut 
terjadi antara Keluarga Ambolo’ sebagai pihak pelapor dan Y.D. Runga’ 
sebagai pihak terlapor. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah 
sebidang tanah seluas 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi). 
Sengketa bermula saat salah satu pihak (terlapor) menggunakan 
tanah objek sengketa sebagai tempat untuk memelihara ternak (babi) yang 
dimilikinya. Terlapor pun mendirikan kandang yang cukup besar untuk 
memelihara beberapa ekor ternak (babi) di atas tanah tersebut. Pelapor yang 
melihat hal tersebut merasa keberatan dan meminta terlapor untuk segera 
membongkar kandang ternak tersebut. Namun, karena hal itu tidak 
diindahkan oleh terlapor, maka pelapor pun melaporkan kejadian tersebut 
kepada pemerintah Lembang Sarapeang.  
Pada saat diadakan pertemuan, pihak pelapor mengatakan bahwa 
tempat terlapor mendirikan kandang ternak adalah tanah miliknya, yang telah 
ia beli pada keluarga terlapor, sehingga terlapor tidak berhak untuk 
mendirikan kandang ternak pada area tersebut. Sedangkan keterangan dari 
terlapor bahwa keseluruhan area tanah tersebut adalah tanah tongkonan dan 
sampai sekarang tetap berstatus tanah tongkonan, sehingga tanah tersebut 
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tidak mungkin diperjualbelikan secara pribadi. Terlapor juga mengatakan 
bahwa sebagai anggota keluarga tongkonan, dirinyalah yang lebih berhak 
untuk menggunakan tanah tersebut.  
Saat itu, keputusan lembaga adat Lembang Sarapeang bahwa tanah 
tersebut memang merupakan tanah dari tongkonan terlapor. Namun, karena 
pelapor tidak dapat menerima keputusan tersebut, penyelesaian sengketa 
dilanjutkan ke tingkat kecamatan. 
Adapun keputusan yang diambil oleh lembaga adat tingkat kecamatan 
adalah bahwa tanah tersebut masih merupakan tanah tongkonan yang tidak 
pernah dibeli oleh siapapun termasuk pelapor. Keputusan tersebut diambil 
dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti pembelian tanah seperti yang 
dikatakan oleh pelapor, dalam hal ini akta jual beli. Pertimbangan lainnya 
adalah bahwa ternyata pihak pelapor tidak termasuk dalam keluarga 
tongkonan, sehingga pelapor tidak berhak untuk turut memiliki tanah 
tersebut, dulunya ia hanya diberikan hak pakai oleh keluarga tongkonan 
untuk menggunakan tanah sebagai tempat bercocok tanam. Terlapor adalah 
pihak yang lebih berhak atas tanah tersebut karena memang merupakan 
keturunan dari tongkonan yang bersangkutan. 
Akibat hukum yang ditimbulkan bahwa pelapor tidak diizinkan lagi 
untuk bercocok tanam di tanah tersebut dan dikenai sanksi adat (didosa) 




2. Sengketa Tanah Tongkonan Lando  
Sengketa mengenai tanah (sawah) tongkonan Lando berlokasi di 
lingkungan Kalimbubu’, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, 
Kabupaten Tana Toraja. Sengketa tersebut terjadi dalam rumpun keluarga, 
antara H. Paberu, dkk sebagai pihak pelapor dan Sumule, dkk sebagai pihak 
terlapor. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah berupa 
sawah seluas 1 (satu) hektar yang berasal dari tongkonan Lando.  
Sawah Lando merupakan warisan dari Ne’ Bodo’ (anggota keluarga 
yang tinggal di tongkonan/pa’kampa tongkonan) kepada anak cucunya 
sebagai milik bersama untuk tempat mencari nafkah. Karena status sawah 
tersebut adalah milik bersama, maka hasil dari sawah tersebut, juga harus 
dinikmati bersama oleh keluarga. Dalam hal ini, ada anggota keluarga yang 
dipercaya untuk menggarap sawah tersebut, lalu hasilnya dapat dinikmati 
oleh penggarap sawah dan ada bagian pula untuk tongkonan. Penggarapan 
sawah menggunakan sistem bagi hasil panen (talitak) dengan hitungan ⅔ 
(dua per tiga) bagian untuk penggarap sawah dan ⅓  (sepertiga) bagian bagi 
pemilik sawah (tongkonan). Ada pula yang menggunakan hitungan ½ 
(seperdua) bagian untuk penggarap sawah dan ½ (seperdua) bagian bagi 
pemilik sawah. 
Pada saat itu, yang bertindak sebagai penggarap dari sawah Lando 
adalah terlapor. Karena itu, sudah menjadi kewajiban terlapor untuk 
menyerahkan  ⅓  (sepertiga) bagian hasil panen kepada keluarga, yang 
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diserahkan melalui tongkonan. Namun, yang terjadi adalah terlapor hanya 
menikmati sendiri hasil panen dari sawah tersebut tanpa menyerahkan 
sebagian hasil panen (talitak) kepada tongkonan sebagai tanda bahwa 
sawah masih milik bersama keluarga. Hal tersebut dinilai pelapor sebagai 
suatu kekeliruan, sehingga diadakanlah pertemuan keluarga untuk 
membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak tercapainya 
kesepakatan dalam lingkungan keluarga, membuat pelapor melaporkan 
masalah tersebut kepada pemerintah Kelurahan Tengan untuk didamaikan 
oleh lembaga adat agar hubungan kekeluargaan antara para pihak kembali 
menjadi harmonis.  
Dengan demikian, pada tanggal 30 Januari 2014 diadakan pertemuan 
oleh pemerintah dan lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) untuk 
membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun keputusan 
yang tercapai saat itu adalah: 
a. Pemerintah Kelurahan Tengan bersama hakim adat tingkat 
kelurahan, menginginkan kedua belah pihak yang bermasalah 
kembali membicarakan dengan baik demi terciptanya hubungan 
keluarga yang harmonis. 
b. Bahwa sawah tersebut adalah warisan dari Ne’ Bodo’ dan hasil 
panen (talitak) akan dikumpulkan di tongkonan. 
Keputusan yang diambil oleh hakim adat kelurahan saat itu dapat 
diterima oleh kedua belah pihak, sehingga sengketa tidak berlanjut ke tahap 
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penyelesaian adat tingkat kecamatan. Adapun akibat hukumnya bahwa 
terlapor yang merupakan penggarap sawah Lando harus menyerahkan 
bagian hasil panen (talitak) kepada keluarga, yang diserahkan melalui 
tongkonan.   
Contoh sengketa tanah tongkonan yang telah dikemukakan di atas, 
menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat 
merupakan penyelesaian yang efektif dan dirasakan cukup adil bagi para 
pihak. Hal itu terlihat dari sebagian besar sengketa yang diselesaikan oleh 
lembaga adat dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga para pihak 
merasa tidak perlu lagi melanjutkan sengketa ke tahap yang lebih tinggi. 
Selain peran lembaga adat, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
juga sangat penting untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada keluarga 
pemilik tanah tongkonan dalam rangka menjamin adanya kepastian dan 
perlindungan hukum terhadap tanah tongkonan. Hal tersebut diungkapkan 
oleh Pither Tondok62 sebagai berikut: 
“terhadap keluarga pemilik tanah tongkonan yang ingin memperoleh 
jaminan kepastian dan perlindungan hukum melalui sertifikat 
kepemilikan tanah, BPN Kabupaten Tana Toraja memberikan 
kebijakan untuk pembuatan sertifikat kepemilikan bagi keluarga pemilik 
tanah tongkonan. Hal yang perlu dilakukan adalah membentuk 
tongkonan menjadi yayasan/organisasi berbadan hukum, dengan 
beranggotakan semua rumpun keluarga tongkonan. Sehingga pada 
saat pembuatan sertifikat  tanah tongkonan, nama yang dicantumkan 
bukanlah nama pribadi melainkan nama dari yayasan/organisasi 
tersebut. Dengan demikian, status dari tanah tongkonan tersebut tetap 
milik bersama semua anggota tongkonan”. 
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A. Kesimpulan   
1. Eksistensi dan fungsi lembaga adat dalam wilayah lembang di 
Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai lembaga kemasyarakatan 
untuk membantu Pemerintah Lembang dalam menyelesaikan 
perselisihan yang timbul dari masyarakat. Lembaga adat juga 
berfungsi memperkaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai 
adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, serta menjaga, 
memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat 
untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut berjalan 
dengan baik, dan tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan 
masyarakat, serta peran pemerintah setempat baik tingkat 
lembang/kelurahan maupun tingkat kecamatan yang memfasilitasi dan 
menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan 
fungsi lembaga adat.. 
2. Bentuk penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan oleh lembaga 
adat di Kabupaten Tana Toraja adalah melalui upaya musyawarah 
(ma’kada lan tanga sali) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan 
dan mendamaikan para pihak yang bersengketa, dengan prinsip 
“Dipadolo sia mi ia tu rara buku, na yatu pa’barang apa” (lebih baik 
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Keputusan lembaga adat dalam musyawarah menimbulkan akibat 
hukum bagi para pihak antara lain dikenakannya sanksi adat (didosa) 
bagi pihak yang terbukti bersalah berupa kewajiban untuk memotong 
seekor babi (ma’gere’ bai). 
 
B. Saran 
Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan kinerjanya mengingat pentingnya fungsi lembaga adat dalam 
mengembangkan dan melestarikan adat-istiadat sebagai identitas suatu 
daerah sekaligus merupakan identitas bangsa. Peran pemerintah pun perlu 
ditingkatkan, dalam hal memfasilitasi dan menyediakan saran dan prasarana, 
seperti pengadaan sekretariat sendiri bagi lembaga adat, agar memudahkan 
dalam hal pertemuan dan diskusi-diskusi dengan masyarakat.  
Hukum adat tetap dipertahankan sebagai dasar hukum nasional 
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